
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR ')1. TAHUN 2019 

TENTANG 

ROAD MAPREFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2022 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah 
Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan 
Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik; 

Mengingat 

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan 
Nomor 37 Tahun 2013, serta da!am rangka memberikan arah 
pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, 
efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun 
Road Map Reformasi Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Road Map Reform.asi Birokrasi Pemerintah 
Daerah Tahun 2018-2022; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 



OPD 

Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design. Refonnasi Birokrasi 2010 - 2025; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Rerormasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah; 

7. Peraluran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
1,ampung Barat Tahun 2017-2022; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATT TEN'l'ANG .ROAD MAP REFORMASJ 
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 - 2022. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
l. 0-aerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Larnpung Barat. 



4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

5. Refonnasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat 
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah­
langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar 
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 

6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah 
kebijakan pelaksanaan refonnasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 
2010-2025. 

7. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambnrkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun mendatang. 

8. Road Map Refonnasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design. 
Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali 
dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reforrnasi birokrasi dari satu 
tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun 
yangjelas yang dimulai dari tahun 2018-2022. 

9. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus 
perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi 
birokrasi. 

10. Priorit.as pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah 
prioritas yang ditunjuk untuk memelihara alau bahkan meningkatkan bal­
hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran. 

11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan 
dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh 
kehidupan masyarakaL 

12. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah fokus perubahan yang 
menjadi prioritas masing-masing OPD. 

13. Quick Wins adalah :suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai 
yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, 
terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

14. Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi 
birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya. 

15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai 
tujuanjangka panjang ataujangka pendek. 

16. Sasaran adalah hasi.1 yang akan dicapai secara nyata dalam nunusan yang 
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tttjuan. 

17. Program adaJah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit 
organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna 
mencapai sasaran tertentu. 

18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh 
unit organisasi sesua.i dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan 
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan 
tujuan tertentu. 

19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapa.ian suatu kondisi yang telah ditetapkan. 

20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program 
kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasRlahan yang timbul 
dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 

21. Evaluasi adalah rangka.ian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(inpu.q, keluaran (output), dan basil (outcome) terhadap rencana dan standar. 
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BAB II 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 2 

Untuk mclaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerab 

maka disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerab Tabun 2018-

2022; 

Pasal 3 

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arahan 

pelaksanaan reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah agar program dan 

kegiatan yang telab disepakati dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, 

terintegrasi dan berkelanjutan. 

BAB ill 
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI 

PasaJ 4 

Qui.ck Wms Reformasi Birokrasi Pemcrintah Dacrah tcrdiri dari: 
a. Penerapan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Dinas Penanaman 

Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja; dan 
b. Peningkatan Penerapan Standar Pclayanan pada bcberapa OPD; 

BAB IV 
RUANG LINGKUP 

Pasal 5 

(1) Road Map Reformasi Birokrai=;i Pemerintah Daerah terdiri atas: 

RINGKASAN EKSEKUTrF 
BABI PENDAHULUAN 
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

A. Gambaran Umum Birokn1.si Pemerintah Daerah 
B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentlngan 
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah 

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi 
B. Sasaran 
C. Kegiatan-kegiatan 
D. Rencana Aksi 

BAB lV MONITORING DAN EVALUASI 
A. Monitoring 
B. Evaluasi 

BAB V PENUTUP 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintabkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Barat. 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 1) Apr,L-
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Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal ?1 April, 2019 

BUPATI LAMPVNG BARAT, 

2019 
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LAMPIRANJ PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 21 TAHUN 2019 
TANGGAL: 22 Arr•l 2019 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Sebagai Jangkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten 
Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi BirokrasL Road Map 
reformasi Birokrasi Pemetintah Kabupaten Lampung Barat merupa.kan 
rencana telmis dan detail mengenai perubahan b.irokrasi Pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat dalam k-urun waktu lima tahun mendatang, dari 
tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan 
mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran 
reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas 
KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasit.as 
dan akubtabilitas kinerja. 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Latnpung Barat dilakukan dengan memperhitungkan hara.pan para 
pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah 
kabupaten <la.lam memenuhi keinginan dima.ksud. Karena itu, Road Map 
reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan 
mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang 
dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kc dcpan. Road Map refonn.asi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampu.ng Ba.rat bersiJat dinamis, karena 
memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan 
pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-rahun 
pelaksanaannya. 

Untuk menentukan titik awal perubahan yang han.1s dilakukan, terlebih 
dahulu telah diidentifikasi kondisi um.um birokrasi saat. ini di pemerintah 
Kabupaten Lampung Ba.rat. Jika dllihat dari sisi sasaran untuk 
mewujudka.n. pemerintah daerah yang bersih da11 bebas .KKN, maka dapat 
diuraikan berbagai ha.I yang sudah clicapai oleh pemerintah kabupaten 
Lampung Ba.rat, sebagai berikut: 

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupalen 
Lampung Ba.rat; 

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, selurub pejabat 
yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan 

KABAG 
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Penyelenggara Negara, sudah rnenyerahkan laporan dima.ksud kepada 
KPK meJalui BKPSDM Kabupaten Lampung Barat; 

3 . Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat 
Kabupaten juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan; 

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Harat melalui lnspektorat 
Kabupaten juga sudah menerapkan Aparat Pengawasan Tnten1 
Pemerintal1 (APIP), yang akan terus dikembangkan 

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan 
kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh 
Pemerintah Kabupaten Lampung Ba.rat antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Larnpung Barat me!alui Dinas Pendi<lik.an dan 
Kebudayaan dengan program semua bisa melanjutkan sekolah telali 
melaksanakan pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/Ml, 
SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di 
kedokteran Perguruan Tinggi Negeri; 

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesebatan 
telah melaksanakan a.kreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten 
Lampung Barat; 

3. Pemerintah Kabupaten La.mpung Barat melalui Dinas Kesehatan 
telah melaksanal<an pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat; 

4. Peme.rintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan tertib 
administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat 
melalui program KTP, KK, KIA, dan Akte gratis; 

5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman 
Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja juga melaksana.kan pelayanan 
perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat; 

6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui l11spektorat juga 
rnelaksanakan penanganan kasus pengaduan dilingkw1gan 
pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaao 
wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugat.an 
cerai ya11.g menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala 
Desa). 

Sementara dalam kaita11 dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 
kine'lja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat dapat diuraika11 sebagai berikllt: 

__ O_P_O-r::KA;78AG~ 
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1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintab (SAKlP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah 
berbasil memperoleh nilai dengan kategori B; 

2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga 
sudah dimulai dengan pengembangan e-govemment. Secara spei:;ffik 
Juga telah dikembangkan SlKD untuk mendukung pengelolaan 
keuangan yang lebih akunt.abel; 

3. Sebagai implementasi dari Kebebasan lnfonnasi Publik, Pemerintah 
Kabupaten Lantpung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola 
Infonnasi dan Dokumentasi Daerah (PPID); 

4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawalan lelah dibangun 
Sistem Informasi Pcgawai Online (S1P Online). 

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus ten1s dipelihara bii.han ten.ls 
ditingkatkan sebjn.gga dari tabun ke tahun masyarakat akan terus 
merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. 
Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangk'l.1 kepentingan adalah 
agar pelaksanaan reformasi bi.rokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku 
kepentingan. Dalam kaitan dengan sasa:ran pertama reformasi birokrasi, 
mewujudkan pemerintah dacrah yang bersih dan bebas KKN, harapan­
harapan pemangku kepentingan antara lain: 

1. lntegritas dan profesionalisme Aparatur Sipil .Negara. Harapan Jnj 
tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat 
mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdfon, dan 
memiliki kompetensi yang iliperlukan dalam memberikam pelayanan; 

2. Pemimpin daerah, tennasuk para pejabat ill lingkungan pcrnerintab 
Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjad.i teladan dalan1 
berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara 
pemerintah yang bersi.h dan bebas KKN; 

3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerinta.h Kabupaten 
Lampung Barat., umumnya mengharapkan adanya peningkatan 
kesejahteraan pegawai nege:ri sebagai bagian da:ri upaya mengurangj 
atau menghilangkan tindakan-tind.akan yang terkait dengan KKN. 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peni:ngkatan kualitas 
pelayanan, antara lain: 

1. Peningkatan fasilitas umurn dan sosial di berbagai lokas.i terur.ama di 
daera.h/wjlayah pekon/desa terpencil; 

2. Perubahan budaya melayani di seluruh level urut pelayanan atau 
bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat 
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menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyara.kat 
dalam melaksanakan tugasnya; 

3. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung 
upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit. 
pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik tcrhadap 
masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada 
pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan 
pelayanan yang ba.ik kepa.da masyara.ka.t; 

4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus 
dalam pemberlan pelayanan. 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: 

OPD 

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerlntah daerah harapan 
yang diungka.p antara la.in: 
a. Pemerlntah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk 

memperoleh nilai a.h."l.lntabilitas sampai pada kategori nilai BB 
atau A; 

b. Penerapan sistem pP.nilaian kinerja yang betul-bentl 
memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam 
mernberikan reward dan punishment bagi. pegawai. Pegawai yang 
memili.ki kinerja lebih bail: dari pegawai la.innya ha.rus diberikan 
pengha.rgaan yang lebih, sehingga memotiva.si pegawal untuk 
bekerja lel,ih ba:ik; 

c. Tida.k terda.pat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipP-rgunakan 
secara efisien dan efektif; 

d . Penempatan jabatan dilakukan sesua.i dengan standar 
kompetensi dan a.turan yang berlaku. 

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada. publik, sehingga clapat 
peningkatkan akuntabilitas berbaga.i penyelenggaraan pemerintah di 
Kabupaten Lampung Barat; 

3. Penerapa.n sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari 
kejelasa.n biaya, proses, progress, kepa.stia.11 huku m dan petugas 
yang melayani. 

Meskipun sudah banyak ha! yang dicapa.i, namun demikian masih 
banyak hal yang masih perlu perba.ikan. Dalam kaitan dengan upaya 
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah­
langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain: 

KABAG 
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1. Melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat 
pimpi.na1, tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 

2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan; 
3 . Dalam pengisia.n jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi 

terbuka; 
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun 

Sistem Tnformasi Pegawai Online (SIP Online). 

Dala.m kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah 
yang harus dilakukan antara lain: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar 
unn1k memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publi.k; 

2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerinlah Kabupaten Lampung 
Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan 
waktu yang lama; 

3. Dalam kaitan dengan pP-layanan pendidikan, disamping kuantitas 
dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. 

Semantara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja, Jangkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain: 

L Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang 
dilakukan terus dilingkatkan. dan prosentase anggaran be1anja 
publik harus lebih besar dari belanja aparatur; 

2. Efisiensi terkait denga.n kelembagaan pemerintah daerah yang akan 
terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
tugas dan fungsi; 

3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara 
transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan 
penyi.mpan.gan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan unit kcrja; 

4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi; 
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah 

sepcnuhnya clijalankan dengan baik. 

Sesuai dengan konclisi umum sebagaimana diuraikan pada bab 
sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai be1ikut: 

V 
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a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah 

OPD 

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah 
terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahanyang 
menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi: 

11 Sumber Daya Manusla 

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini 
antara lain: 

a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung 
pelaksanaan tugas ds=m fungsi organisasi sehingga mampu 
menghasilkan kinerja yang tinggi; 

b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah 
dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan 
jabatan; 

c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barn.t juga sudah menerapkan 
sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan 
kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang 
pegawai; 

d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan; 

e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan 
pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan; 

t) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan 
contoh kepem.impinan teladan kepada bawahannya. 

2) Pengawasan 

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area Jni antara lain: 

a) Secara kuantitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat masih perlu ditambah namun secara kualitas 
sudah cukup baik, untuk mendukung pelaksanaan reformasi 
birokrasi serta mengurangi resiko terjadinya pe11yimpangan sejak 
dari perencanaan; 

b) Penerapan SPIP sudah dilaksanakan dan perlu peningkatan secara 
makslmal; 

c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas perlu 
ditingkatkan guna memberikan daya tarik bagi pegawai untuk 
mengembangkan karir di jabatan ini; 
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d) Sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
pelaksanaan pengawasan. 

3 ) Tatalaksana 

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain: 

a) Meka.nisme koordinasi yang kuat antara OPD dan unit kerja di 
masing-masing OPD, untuk mengurangi berbagai tumpang tindih 
pelaksanaan kegiatan yang akan berakibat pada inefisiensi; 

b) Belum diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan dan 
penggunaan teknologi informasi sudah sepenuhnya memberikan 
dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti 
percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi 
publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi; 

c) Standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor perlu dilakukan 
untuk mendorong efisiensi. 

b, Priorita& yang harus te rus dipelihara. 

OPO 
f 

Selain mengara.hkan perubahan untuk menghilangkan berbagai 
persoalai1 birokrasi. reformasi birokrasi juga ditujukan untuk 
mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. 
F'okus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara 
lain: 

1) Mempertahankan opini WTP dari BPK; 

2) Pem.enuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN; 

3) Penyediaan sarana penanganan kasus pengaduan dilingkungan 
Peinda khusus ASN dan Peratin (Kepala Desa): 

4) Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/M'l's 
dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di 
kedokteran Perguruan Tinggi Negeri; 

5) Pelayanan tertib administrasi kependudukan keparta masyarakat 
Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Ah.'1:e gratis; 

6) Pelayans.n kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui 
program Ambulan Hebat; 

7) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B. 
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c. Prioritas yang te rkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. 

OPO 

t 

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: 

Pertama, pelayanan sekcor-sektor 
memerlukan ja.ngka wakt.u secara 
peningkatan kualitasnya. 

tertentu 
hert.ahap 

yang strategjs dan 
untuk melakukan 

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualicas pelayanannya 
di Pemerintah Kabupaten Lampung Ba.rat adalah sebagai berikut: 

1) Pe ndidikan 

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang profesional dan 
kompeten dengan melaksanakan disrribusi yang merata. 
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang 
merata diseluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Barat. 
Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, 
mengembangkan dan menerapkan sistem pernbelajaran yang kreatif 
dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama 
dan keaga.maan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. 

21 Pelayanan Perizinan 

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masih ada 
keluhan disampaikan masyara.kat terkait dengan proses dalam 
memperoleh pelayanan, Beberapa jenis pelayanan yang menjadi 
prioritas unt.uk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepasti.a.n hukum, 
kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait 
dalam pemberian pelayanan, yaitu: 

a) Perizinan Urusan Pertanian 
b) Perizinan Urusan Perikanan 
c) Perizin.an Urusan Pekerjaan Umum 
d) Perizinan Urusan Pariwisata 
e) Perizinan Urusan Komunikasi & fnformasi 
I) Perizinan Urusan Pertanahan 
g) Perizinan Urusan Kesehatan 
h) Perizinan Urusan Perdagangan 
i) Perizinan Urusan Perindustrian 
j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 
k) Perizinan Urusan Penanaman Modal 
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Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins 
adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas 
pelayanannya dan memberil<an dampak positif pada upaya reformasi 
birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang akan dipilih 
menjadi quick wins, dengan pertimbangan : 

I) Dapat dilakukan perubahan-pert1bahan cepat untuk memperbaiki 
kualita.s pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan 
masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan; 

2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayan,an jenis pelayanao 
ini akan membe.rikan dampak posit.if terhadap citra pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 

3) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki kapasitas 
yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan 
yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis 
pelayanan yang akan dipilih menjadi quick wins. 

Adapun jenis-jenis pelayanan yang a.kan menjadi quick wins adalah 
sebagai berikut: 

1) Program Pelayanao kepada masyara.kat mengenai Kartu Ta11da 
Penducluk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Gratis; 

2) Program Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah 
(Pener.;i.pan Quick wins ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan 
kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan sebagaimana 
menjadi prioritas sektor); 

3) Program pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten 
Lampung Barat melalui Ambulan Hebat. 

d. Zona Integrltas Menuju Wllayah Bebas da ri Korupsl/ Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM) 

OPD 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di peme:rintah Kabupaten Lampung 
Barat belum ada OPD yang di usulkan berkaitan dengan Zona lntegri.tas 
menuju wilayah bebas dari korupsi dan 'wi!ayah birokrasi bersib dan 
melayani. 

OPD-OPD yang ada dipandang belum siap untuk melaksanakannya, 
selain belum memenuhi kriteria Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, hal i.ni di 
karenakan Lamµung Barat belum melaksanakan PMPRB oleh 
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lnspektorat sebagai leading sekton1ya. Tetapi diharapkan nantinya juga 
OPD yang mendapatkan tugas untuk menjadi contoh harus siap untuk 
di validasi. 

OPD yang clipandang sudah mampu untuk clijaclikan contoh Zona 
lntegritas diharapkan nantinya bisa menjad i unit kerja yang akan 
banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Karena itu OPD harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik lagi 
untuk kedepannya. 

e . Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

OPD 

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus 
perubahan ini harus menjadi pcrbatian OPD dan membuat rencana aksi 
tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi 
dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi: 

1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas 
pendidikan 

Prioritas lain dalam sektor penclidi.kan adalah penyediaan saran 
pe11unjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, 
perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik 
yang dapat mendorong kreativi.tas dan inovasi di kalangan pelajar. 

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada 
digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui 
langkah-langkah konkrit sesuai dengan perencanaan. 

2 ) Ruang keglatan belajar (RKB) 

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan 
belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan 
rnasyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatitf dan inovatif. 

3 ) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik 

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk 
ditingkatkan k-ualitas pelayanannya adalab: 

a) Lis trik 
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OPD 

Pelaya11an penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk 
mendukung berfungsitiya sektor-sektor lainnya. Penyediaan Jistrik 
menjadi aspek yang sangac cliperhatikan oleh para investor asing 
yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lan1pung Barat. 
Pe11yedfa.an listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, 
tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya. 

b) Instalasi Air Bersih 

Penyecliaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PA.i\1 atau 
sarana air bersih untuk masyarakac di lokasi tertentu, juga 
menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. 
Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air besih sangat 
diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten 
Lampung Ba.rat. 

c) Jalan Kabupaten 

Prioritas lain yang rnenjadi perhatian pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penycdiaan 
dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk 
mendorong pertumbuhan ekonorni dan kemajuan kabupaten 
Lampung Barat. 

d) Jembatan 

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak 
terdapat pegunungan, perbukitan, sungai besar dan kecil, 
mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau 
memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat 
penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi 
yangjuga akan mendorong pe,tumbuhan ekonortti. 

e) Penyedlaan Dralnaae 

Pcnycdiaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak 
terjadi banjir yang merugikan masyarakat. 

f) Penyedlaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah 
daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat 
berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi 
masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah 
daerah, 1nenjaga lingkungan juga akan mendor-ong komuni.kasi 
informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat. 
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g} Penyediaan dan perbaikan ruma.h sakit umum 

Pelayanan dasar kesebatan bagi masyarakat berupa penyediaan 
atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi 
bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan 
yang djlakukan secara terus menerus, disertai dengan 
peningkalan kualilas pelayanannya akan meningkatk:an 
kepercayaan masyarakat kcpada pemcrintah tcrutama dalam 
kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan. 

Prioritas Organisasi 'Perangkat Daerah (OPD) sebaga.imana diuraikan ru 
atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh 
OPD yang berta.nggungjawab menangani pelayanan dirnaksud . Karena 
itu, setiap OPD harus memiliki renc.ana aksi yang jelas dan ten1kur 
untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini. 
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LAMPIRAN U 

BAB I 

PENDAHULUAN 

PERATURAN BUPATT LAMPUNG BARAT 
NOMOR : TAHUN 2019 
TANGGAL: 2019 

Pelaksanaan reformasi birokra.si di Kabupaten Lampung Barat merupakan 
sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 
birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi peme1intah Kabupaten 
Lampung Barat memi]jki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 
berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara 
menyeluruh di semua unit ketja dan bidang kerja pemerintahan daerah, 
serta meningkatkan kinerjanya. 

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten 
Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasl Birokrasi. Road Map 
reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan 
rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pe.merintah 
Kabupaten Larnpung Barat dalam kurun waktu lima tahm1 mendatang, dari 
tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan 
mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran 
reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bcbas 
KK.N, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas 
dan akubtabilitas kinerja. 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintab Kabupaten 
Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para 
pemangh.-u kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah 
kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map 
reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan 
mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengab dan capaia.n yang 
dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map refonnasi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena 
memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan 
pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada. tahun-tahun 
pelaksanaannya. 

Secara umum Road Map refonnasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemeri.ntah 
kabupaten Lampung Barat saat ini, kondisi yang diharapkan dalam li.ma 
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tahun mendatang, permasa.lahan yang clihadapi setta agenda pelaksanaan 
reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang 
dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaTan refonnasi biTokTasi. 
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BABU 

GAMBARAN BIROKRASl PEMERINTAH DAERAH 

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerlntah Daerah 

OPD 
t 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya telah 
melakukan langkah-langkah perubahan untuk mevt>Ujudkan 
pemerlntahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang 
berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.. 
Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukao belum sepenuhnya 
disusun dalarn perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai 
dengan kebutuban masyarakat. 

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu 
terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di 
pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran 
untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, 
maka dapat diuralkan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah 
kabupaten Lampung barat, sebagai berikut: 

1. BPK Lelah membe,ikan opioj WTP kepada Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat; 

2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat 
yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Hart.a Kekayaan 
Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dirnaksud kepada 
KPK; 

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah mulai 
menerapkan Sistem Pengendalian lnten1 Pemerintah (SPIP), yang 
akan terus dikembangkan; 

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui lspektorat juga 
melaksanakan penanganan kasus pengaduan meliputi kasus 
penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, 
kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut 
Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa) 

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan 
kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat ruuraikan sebagai berikut: 

1. Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MT, SMP/MTs dan 
beasiswa bagi siswa Lampung l3arat yang diterima di kedokteran 
Perguruan Tinggi Negeri; 
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2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui 
program Ambulan Hebat; 

3. Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat 
Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis; 

4. Pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat; 
5. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah 

rneliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, 
indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang 
menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa). 

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja, berbagai ha! yang sudah dicapai oleh Pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas K.inerja Instansi 
Pemerintah (SA[{IP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah 
berhasil memperoleh nilai kategori. B; 

2. Pcnerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat _juga 
sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik 
juga telah di.kembangkan STKD untuk mendul<ung pengelolaan 
keuangan yang lebih akuntabel; 

3. Sebagai implementasi dari Kebebasan lnformasi Publik, Pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola 
lnformasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah) 

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus 
ditingkatkan sehingga dari t.ahun kelahun masyarakat akan terus 
meras<1-kan perbaikan dari kincrja Pcmerintah Kabupaten Lampung 
Barat. 

B. Kebutuhan/ Harapan pemangku kepentingan 

OPD 

Sebagai langkah awal unt.uk menentukan titik dimulainya pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi, Pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya identifikasi harapan 
masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-ha.rapan pemangh."U 
kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi te.rfokus pada 
kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran 
pertama reformasi birokrasi, mewujud.kan pemerintah daerah yang 
bersih dan bebas KKN, ha.rapan-harapan pemangku kepentingan antara 
lain: 

1. fntegritas 
tampaknya 

dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini 
mernberikan indikasi bahwa masyarakat sangat 
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mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan 
memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan; 

2 . Pemimpin daerah , termasuk para pejabat di lingkungan pemerint.ah 
l{abupaten Lampung Baral diharapkan dapat menjadi leladan dalam 
berbagai tindakan atau bahkan mcnjadi pcnggcrak penyelenggara 
pemerintah yang bersib dan be bas KK.N; 

3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan 
kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mencegah 
at.au menghilangkan tindakan-tin dakan yang terkait dengan KKN. 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peilingkatan kualitas 
pelayanan, antara lain: 

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi t.erutama di 
daerah / wilayab Pekon/ desa terpencil; 

2 . Perubahan budaya melayani di selun1h level unit pelayanan atau 
bahkan pada scluruh OPD. Seluruhjajaran p~jabat diharapkan dapat 
menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat 
dalam melaksanakan tugasnya; 

3. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung 
upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit 
pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap 
masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepad.a 
pejabat yang memimpin unit. pelayanan jika tidak dapat memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat; 

4. Me.mbetikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus 
dalam pemberian pelayanan. 

Harapan pemangku kepent.ingan terkait dengan peningkatan kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Dati pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan 
yang d.Jungkap antara lain : 
a . Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk 

memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau 
A; 

b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul 
memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam 
memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawai yang 
memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan 
penghargaan yang Jebib, sehingga memotivasi pegawai untuk 
bekerja lebih baik; 
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c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan 
secara efisien dan efektif; 

d. Pcnempatan jabatan dilakukan sesuai dengan si:andar kompetensi 
dan aturan yang berlaku. 

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat 
menlngkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di 
Kabupaten Lampung Barat; 

3. Penerapan sistern pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari 
kejelasan biaya, proses, progress, kepaslian hukum dan petugas 
yang melayani. 

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah 

Meskipun sudah banya.k hal yang dicapai, namun demikian masih 
banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya 
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah­
langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain : 

l . Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi 
pratama, administrator dan peng-awas dilingkungan Pemerintah 
r<abupaten Laropung Barat; 

2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan: 
3 . Dalam pengi.sian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi 

terbuka; 
4 . Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun 

Si stem lnformasi Pcgawai Online (SIP Online), 

Dalam kai.tan dengan peningkatan kualitas pelayanan. berbagai langkah 
yang harus dilakukan antara lain: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik; 

2 . Perbaikan waktu Pelayanan oleh Peroerintah Kabupaten Lampung 
Rarat kepada masyarakat tents ditingkatkan agar tidak memakan 
waktu yang lama; 

3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas 
dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. 

Scmantara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antaraJain: 

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang 
dilakulcan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja 
publfk harus lebih hesar darl belanja aparatur; 
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2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan 
terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
tugas dan fungsi; 

3. Penerin1aan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara 
transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan 
penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan unit kerja; 

4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi; 
5 . Penerapan pakta integrltas terkait dengan Jan31 pelayanan sudah 

sepenuhnya dijalankan dengan baik. 
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BAB III 

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi 

OPO 
t 

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab 
sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah K.abupaten Lampung 
Barat di[okuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut : 

1. Priodtas Pembenahan Manajeme n Peme rintahan Daerah 

Prioritas inj merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas 
daerah terkait dengan area perubahan reforrnasi birokrasi. Area 
penibahan yang menjadi priorit.as unt.uk diperbaiki melalui reformasi 
birokrasi meliputi: 

a. Sumber Daya Manusia 

Berbagai langkah-Jangkah yang sudah dilakukan dalam area ini 
antara lain: 

a) Umumnya pcgawai sudah memiliki kompetensi yang 
mendukung pelaksanaan tugas cl.an fungsi organisasi sehingga 
rnampu menghasilkan kinerja yang tinggi; 

b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah 
dilakukan sesuai dengan st.andar kompetensi dan persyaratan 
jabatan; 

c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah 
menerapkan sistem Pola karier pegawai yang rnembelikan 
kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh 
oleh seorang pegawai; 

d) Manajemen kinei:ia pegawai sudab scpenuhnya diterapkan; 

e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, 
kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih 
perlu peningkatan; 

f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan 
contoh kepemirnpinan teladan kepada bawahannya. 

KABAG 
1-1\JKUM 

8 



OPD 

t 

b. Pelayanan Perizinan 

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak 
keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam 
memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi 
prioritas untuk diperbruki baik dari sisi kecepatan, kepastian 
hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD 
(SuIVey yang melibatkan Tim Teknis) yang terkait dalam 
pemberian pelayanan, yaitu: 

a) Perizinan Urusan Pertanian 
b) Perizinan Urusan Pcrikanan 
c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umun1 
d) Perizinan Urusan Pariwisata 
e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi 
i) Perizinan Untsan Pertanahan 
g) Perizinan Urusan Kesehatan 
h) Perizinan Urusan Perdagangan 
i) Perizinan Urusan Perindustrian 
j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 
k) Perizinan Urusan Penanaman Modal 

Kedua, Quick Wins. Jenjs pelayanan yang akan dijadikan Qu.ick Wins 
adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas 
pelayanannya dan mcmbcrikan dampak posltif pada upaya reformasi 
birokrasi yang sedang dilakukan oleb pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang 
dipilih akan menjadi quick wins, dengan pertimbangan : 

a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki 
kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat cliterapkan, dan 
masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan; 

b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis 
pelayanari ini akan memberika.n dampak positif terhadap citra 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi quick wins adalah 
sebagai berikut: 

Untuk meningkatkan pelayanan sec-.ara cepat,tepat, dart berkualitas 
dilakukan dengan inovasl pelayanan diantaranya : 

KABAG 
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a. Pelayanan rwo in one (KK dan KTP), pelayanan three in one (KK, 
KTP, dan Akta Kelahiran) , pelayanan rour in one ( KK, KTP, Alda 
Kelahiran, dan KlA), pelayanan five in one ( KK, KTP, Akta 
Kelahiran, Kl A, Akta Kematian/ akta perceraian); 

b. Pelayanan dinamis/jemput bola ke sekolah-sekolab (perekaman e­
KTP dan KIA); 

c. Pelayanan clinamis/jemput bola ke pekon/desa./kelurahan dan 
mencetak dokumen di tempat; 

d . Pelayanan pada moment-moment tertentu (Kesrak PKK, KB 
Kesehatan lomba pekon/desa, bulan Bhahi:i Gotong Royong, dan 
Kampung KB); 

e. Pelayanan akte kelahiran secara online, dapat d.ilakukan dengan 
hanya menggunaka11 android yang terhubu.ng dengan internet 
(registrasi pada http:/ /www.dukcapil.kemendagri.go.id/lavanan 
online). 

f. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui ~Diskon 
Hebat/datang investasi langsung konstruksi del1gai1 hemat, benar, 
dan cepat (Penerapan Quick wins ini dilakukan bersamaan dengan 
perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan 
sebagaimana menjadi prioritas sekt.or). 

g. Pelayanan kesehatan kepada rnasyarakat melalui program 
"Ambulan Hebat" (Kegiatan ini clitujukan sebagai salah satu solusi 
untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutt1hkan 
pelayanan kesehatan dalam '-vilayah kerja puskesmas yang 
didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga 
kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam). 

c . Kesehatan 

Pelaksanaan program kesehatan dilakukan untuk menjawab isu 

strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khusu.snya 

pada sektor kesehatan, antara lain: 

(1) Kematian ibu & bayi 

Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga 

al<an berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu dan 

bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan 

kesehatan pada ibu dan anak. 
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(2) Kasus gizi buruk 

Penanganan kasw=, gizi buruk tidak hanya menjadi tangg1.1ng 

jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian 

dari semua sektor terkait, karcna persoalan gi.zi buruk 

merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak 

faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan 

pangan dan angka kemiskioao di Kabupaten La.mpung Barat. 

(3) Angka kesakitan akibat penyakit menular 

Penyakit menular harus terus dilakukan pencegahan dan 

pengendalian yang melibatkan peran serta masyarakat clan juga 

perlu diwaspadainya kemungkinan untuk terjadinya re­

emerging disease. 

(4) Meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular 

(PTM) 

Meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat berdarnpak 

pada terjadinya perubahan pola hidup yang cenderung tidak 

seimbang, hal tersebut meningkatkan faktor resiko 

terjangkitinya seseorang dengan PTM. Pencegahan dengan 

melakukan deteksi dini serta dengan melakukan pola hidup 

sehat dan seimbang saat ini menjadi prioritas utama yang 

sedang digiatkan oleh segenap pengambil kebijakan di 

pemerintahan pusat yang membutuhk:an dukungan pemerintah 

daerah. 

(5) Pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) 

Target Total Coverage pada tahun 2019, dimana selurub 

penduduk Kabupaten Lampung Barar. terdaftar sebagai peserta 

JKN, merupaka.n pekerjaan rumah yang harus dapat 

diselesa.il<an. Sehingga segenap masyarakat di Lampung Ba.rat 

dapat mengakscs pelayanan kesehatan baik pada fasilitas 

pelayanan kesehatan milik pemerintah mauptu1 pihak swasta 

yang sudah bekerjasama dengan BPJS. 
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(6) Ketersedlaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan. 

Pemenuhan SOM kesehatan dan sarru1a pelayanan kesehatan 

harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upaya 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan . 

(7) Ambulans Hebat 

KABAG 
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Kegiatan ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi 

pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan 

dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleb Unit 

AmbuJans Hebat dengan 3 (tiga) 01-ang tenaga kesehatan dan 2 

(dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam. 

a. Pr:insip Kerja 

Prinsip kerja kegiatan Ambulans He bat adalah : 

- Pertolongan barus cepat dan tepat 

- ·Memberikan informed conset 

- .Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi 

- Memindahkan pasien dari rumah ke FKTP 

• Memindahkan pasien dari TKP ke FKTP 

- Pclayanan kcsehatan diberikan secara gratis samµai tiba 

di FKTP 

b. Prosedur Kerja 

Prosedur kerja pemanfaatan Ambulans Hebat adalah : 

- Menerima informasi kegawatdaruratan 

- Menuju lokasi pasien 

- .Menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti 

- Pengkajian awal pasJen 

- Stabilisasi pasien menurut prioritas 

- Konsultasi dokter 

Menentukan tindakan pelayanan kesehatan sampai 

dengan evakuasi rujukan kefasilitas kesehatan lanjutan. 
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perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik 
yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangai1 pelajar. 

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan primitas ini, 
yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang 
berada digaris depan untuk melakukan pe:rubahan-perubahan 
melalui langkah-langkah konkrit sebaga.ilnana direncanakan 
dalam dokumen ini. 

b. Ruang kegiatan belaja r (RKB) 

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan 
belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan 
masyarakat. usta sekolah menjadi lebih kreatitf dan inovaW'. 

c . Penyediaan Sarana dan Pra.sarana Publik 

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang mcnjadi prioritas 
untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: 

1) Li strlk 

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting 
untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. 
Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh 
para investor a.sing yang hendak berinvestasi di Kabupaten 
Lampung Barat. Penyediaan lislrik yang selama ini 
dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan 
peningkatan kapasitas dan keajegannya. 

21 Instalasi Air Bersih 

Penyediaa11 air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau 
saran.a air bersih untuk masyarakat dilokasi tertentu, juga 
menjadi p.rioritas yang perlt1 disediakan oleh pemerintah 
daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan ai:r 
besih sangat dipcrhatikan oleh investor yang akan berinvestasi 
di kabupaten Lampung Barat 

3) Jalan Kabupaten 

Priorita~ lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. 
Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan 
kabupaten Lampung Baral 
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4) Je mbatan 

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak 
terdapat perbukitan, pegunungan dan sungai besar dan kecil. 
me11gharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau 
memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat 
pent.ing unruk mendorong kelancarnn trnnsportasi antar lokasi 
yangjuga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

5) Pe nyediaan Drainase 

Penyediaan dan perbai.kan drainase menjadi prioricas, agar 
tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat. 

6 ) Penye diaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau 

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh 
pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka htjau, yang 
menjacli tempat berekreasi, bermain dan rnelakukan berbagai 
kegjatan lain bagi masyarakat. Penyecliaan n1ang terhuka hijau, 
selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan 
mendorong komunikasi informasi dan la-eativitas seluruh 
lapisan rnasyarakat. 

7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum 

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan 
atau perbai.kan rumah sakit umum yang sudah ada, menjad.i 
bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Perbaikan yang dil.akukan secara terus menerus, disertai 
dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan 
keperccayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam 
kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan. 

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian 
dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang 
bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, 
setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur 
untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini. 
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B. Sasaran 

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prio1itas 
Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioriras yang narus terus 
dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas 
pelayana.n. Adapun sasaran dan inclikator kinerja dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

a. Sumber Daya Manusia (SDMI 

Basa.ran Indikator Target 
2018 2019 2020 

Meningkatnya ASN 1..a.71pUng 
Aparatur Sipil Baral yang 

40 40 40 
Negara (ASN) sesuai dengan 
yang standar 

orang orang orang 

berkon,oeten Komoetcnsi 
Meningkatnya I Pengisisan 
Manl'ljem~ jahMan yirng 
Kr.pe.gawai:in sesuai dengan 2 3 3 

yang standar Jabatflll Saharan Jabatan 
berkuaJitas da:n kompetcnsi 
akuntabel Jabatan - ~ 

b. Pengawasan 

2021 

40 
orang 

:~ 
J abatan 

Sasuan lndibtor I Taritet 
2018 2019 2020 2021 -- -

Menin~katnya ,Jumtah Laporan 163 163 163 )63 
pengawasan hasil pengawasan lapora lapor l>1por l::ipor 
Internal dan internal secara 
Pengendalian berk,\lil 

n an :-in iin 

pelaksanaan Jumlah laporan 
32 

32 32 32 
kebijaJmn Kepala hasi penanganan laporan lapora lapora la.pora 
Diierah kasus ocni!a<lufl n 11 n n 

Laporan Ilasil 29 2'l 2<J 29 
P.vaJuasi SAKIP 1..HE LHE LHE LHE 
OPD LHR Lapldn dan 1 dan I dan 1 <Ian 1 
Pemda LHR IJ:fR LHR LHR 
Jumlah Laporan 2 2 2 2 
Hasil TLHP APIP Lapora Lapor Lapor J.,apor 

11 an an an 
,Jumliih Laporan l l I I 
1-liisil TLIIP BPK Lapora Lapor Lapor Lapor 

n an an an -Meningkatnya Jumlah Peserta 
Profesionalisme Diklal Senillkasi 

6 6 6 6 Tenaga Pemcriksa JFA clan P2UPD 
Olti-ltlg Orang Orang Orang 

dan Aparatur 
Pengawasan 

18 

2022 

40 
onmg 

3 
Jabata.n 

20211 

l63 
lapornn 

32 
la.poran 

29 LHI!: 
dan l 
1,f{R 

2 
L,a:>0ra 

n 
l 

Lapora 
n 

6 Orang 



Level Kapabilitas 
Le\·el 2 Level 3 Level 3 Level 3 Lo,el 4 

APIP DC 
Level Maturi1as J,c;vd 3 1.,evel 3 Level 3 Le.-el 4 
SP!P 

'Terlaksananya Jumlah Laporan 
Penataan dan Hasil Reviu LKPD 
Penyempumaa;1 lL!IR l1HR l l,HR I LHR 1 LH.R 
Kebi,iakan Sislem 
dan Proscdur 
Pengawasan 

Jumlah Laporan 1 LHR 11,HR l LHH l LHR lLHR 
Hasil Reviu RKA 
Jumlah Laporan 
Hasil Rcviu -I LHR 41.~ 4LHR 4LHR 4LHR 
Pell yt:x apau 
Anu11aran 
Jum1ah Laporai1 l LHR I LHR lLlIR 1 T,TTR I LllR 
Hasil Reviu RKPO 

I 

Jumlah La:ponm 
Hasil Rcviu 1 LIIR 0 l ,FIR 0 LHR 0LHR OLHR 
RPJMD 

c. Tatalakaana 

Sasaran l.ndikator Tar!!!&t 
2018 2019 2020 2021 2022 

- --
Terciptanya sistem Jumlah - OPD yang 
kelemhagaan clan menyusun Sw-vey 
keta t.aJaksanean Kepuasun 
Pemda yang berslh, Masynra.k.-:it ($KM) I 

efislen, cl'ektif, 
401'D 40PD 40PD 40PD 40PD 

trnnsparan, 
profesional dan 
akuntable 

' f-
Jumlah dokumen 2 
Tatalaksana dolru 2dok 2 dok 2dok 2dok 

ru~u I 
Jumlab OPD yang 50PD s·opo 50PD SOPD SOPD 
menvusun SPM 
Jumlah doku men I 
Monltoring dan Dolru I dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 
evaluasi tupksi men 

JuUllah OPD yang 
terbina mengeuai 60PD 60PD 60PD 60PD 60PD 
oelavanan ou blik 
Jumlah Dokumcn 

1 dok I dok. J dok. I (lok. l dok. 
SOP 
Jumlah kasus yang 

1 I l l 
terselesaikan (SIPP kasus kasus k~su~ kaN-U.S 

1 Kat-.-u::. 
dan SP4Nl 
Jumlati dokumen 

l dok 1 dok 1 dok l ,Lok 1 dok 
kebutuhru1 PNS 
Jumlah Dokumen .I dok 1 dok l dok 1 dok 1 dok 
Reformasi JJiI'Qkrasi -

Meningkatnya .Jumlah Aplikasl 6 f, 6 6 
6 

Layanan lnform:1si Pelayanan puhlik aplika aplika I aplika apllka aplikasi 
Keeacta Ma~at si al si si 
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d. Peraturan Perundang-undangan 

r 
Sasaran Indikator Tft!(et ___ 

2018 :2019 :20:20 2021 2022 

--
Mr:ningkatnya Jumlah aparatur 
kualitas produk yang mengikut.i 

fiO 60 60 60 60 
hukurn dacrah dan penyusunan 

{H'fJJ):g orang orang orang oJang 
kesadaran hukum produk hukwn 
masyarakat tlaerah 

Jumlah Perda 
yang dilakukan 10 JO 10 10 10 
fasilita:;i Pcrda Pcrd,, Perda Perdo t'e,'Cla 

Dembentu kannya .. 
Jum.lah Perbup 35 35 35 35 35 
dan Kephup yang Pcrbup Perbup Perbu Perbu Perbu 
dilakukan clan dan pdmJ pdw, p ilan 

tuumonisasi 350 350 350 350 350 
dalam Kepbu Kepbu Kepbu Kepbu Kqibu 

ncmuentukannva p p p p ,, 
Jumlah pcraturan 25 25 25 25 ::is 
Perundang- Peratu Per-Ri:ur Pera.Lu Peratu PerEttu. 

undangan yang ran an ran ran ran 

dipublikasikan ke perun perund pcrnn pt·run p<.~fWJ 

Of'D 
dang- ang- dang- dang- dang-
undan undan undan undan w1dan 
=n i,sn ~an o:~n u,an 

,Jumlah produk 
hukum daerah 8 8 8 8 

prudu 8 produ I produ produ yang 
k ptoduk Jc k k 

disosialisasikan huku hukum huku huku huku 
kepada m m m m 
masvarakat 
Jumlah 15 15 15 15 15 
desa/ pekon / kc1 ur desa/k desa/1~ desai desa/ desa/ 
ahan yang clurah ~lttrah kelura kelura kelura 

mengikuti an dari >Uldari 
ban ban han 
dati dari dari 

kegiatan deS!I. 15 15 15 15 15 
~ada.r hukurn kecam kecam keorun ke~1m kecam 
t.ingkal Ka.bu paten atan atan atan atan atan 

Jumlah 1 I I l 
permasal~hM l perma pennn per~ pc:rma 
hukum dan t,alaha pf?.rmaa 

salaha salaha salnh..:"\. 
aparatur ynng n d>Ul 

~ IRht-m 
ndnn ndan n dan dnn I 

(lilakuk,;n 1 apru:al· l I L 

pendampingan aparat 
u r 

aparat apart1l a;paral 

, bantuan ur ur ur UT 
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2. Prlorltas yang harus terus dipellhara 

a. Mempertahankan oplni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
Badan Pemerik.sa Keuangan (BPK) 

~ Sasaran lndikator Tareet 
2018 2019 2020 2021 

Meningkatkan Tata Opini Baclan 
Kelola Pemeriksa 
Pemerintahan yang Keuangan (BPK) 
profesional <Ian (Prcdikal. Opini) WTP \VTP WTP WTi-' 

amanah clengan alas Laporan 
beroricntasi pa<la Keuangan 
oelavanan oublik l'emerintah daerah -

b. Pemenuhan kewajlban bagi Pimpinan untuk menyerahkan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 

Sasaran lndlkatn,r Tu,ret 
2018 2019 I 2020 2021 

' 
Mcninglmtnya l'rosentase pejabat 1 

Pejabat yang yang telab 
100% 100% 100% 100% 

menyerahkan menyerahkan 
LHKPN LHKPN I 

2022 

w1rP 

-

2022 

100',¼·, 

c. Kegiatan Penanganan Kasus Dilingkungan Pemerintah Daerab 

-Sasaran lndikator Taritet 
2018 2019 2020 2021 2022 

i 
Meningkatnya Jumlab laporan I pengawasan basil penangauan 
internal dan kasus pengaduan 32 32 32 32 32 
pcngendalian kasus ka-sus ka81.t3 kfliSU~ laJSUS 
pelaksanaan 
kebUakan Kcpala 
Dacrah 

d. Semua bisa melanjutkan sekolah 

Sa.saran Indikator Tar,et 
2018 2019 2020 2020 2022 

Meningkatn.va Angka partisipasi I 
mutu da!l kasar (APK) SD 11,84 11,87 11,89 I t ,91 1 1,93 
jangkauan % % % % '¼, 
pelayanan 
oendidikan 

Angka partisipa8i 99,33 99,53 99,73 99,93 99,95 
kasar tAPKl SMP % 'Yi> % % 0,.{I 

Anglm partisipasi 100% 100% l OQI}:) lOfY-½> 100% 
murn1 IAPMl SD 
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Angka pa rtisipasi 91,82 1 91,87 91,89 91,94 91,99 
murnl /APMl SMP % 'Yu % '% % 
Angka. rata-rata 7,30 7.35 7,37 7,42 7,44 
Jama sekolah tahun cahun tahun tahun tahun --· ----·-,\ngka harapan 12,27 12,29 12,31 12,33 12,35 
lama sekolah tahl.lrt tahun tahun tahwt tahun 

Angka mclAnjutkan 90,35 90,60 90,75 90,83 90,85 
sekolah •vu ·Yo % % % ·- - --·-Nilai ra.ta-rata 

209,9 210,0 210,1 210,2 210,3 ujian nasional (UN) 
SD 6poin l poin 1 poin lpoin lpom 

N!lai rata-rata 
235,9 236,0 236,l 236,2 ujian nasional (UN) 236,3 
1 poin l poin l poin l poin 1 poin 

SMP ' 
Angka Partisi pasi 32,09 32,11 32,13 32,15 32,17 
Kasar IAPKl PAUD I¾. % 

' 
% % o/,:, 

e. Peningkatan kompetensi guru 

Sasaran Indikator Tare:et 
2018 2019 2020 2021 2022 

--
Meningkatnya Persentase Guru 
muru dan yang mcmiliki 

73,99 74,02 74.03 74,05 74,06 jangkauan kualifikasi $1 % % % ~{;, ~{, 
pelayanan 
pendidikan 

Persentase tenaga 
kepcnt.litlikan yang 25,90 30,90 31,90 32,90 33,90 
, neiniliki kualiitkasi '¼1 •~. 'Y.J % % 
S1 
Persenta.se Guru 

73,97 73,98 73,98 74,00 74,06 
.Ya\11-: mcmiliki 
kualiflkasi SJ 

% % % % <!'.. 

Persentasc tcnaga 
kependidikan y011g 25.,90 30,90 3 1,90 32,90 ;}3,90 
rnemiliki 1.-ualifikasi % % l}1) 0/Q % 
Sl -
Persemase Guru 60, 10 60,1:Z 60,18 60,26 60,58 yang mcrniliki '->/41 I¼> % % % 

~ . scrt:ifikat sertifikasl 

f. Saluran Telekomunikasi dan internet 

Saaaran IDcUkator I Tue:et 
2018 2019 

' 
2020 2021 2022 

Mcningkatnya Persenta$e desa 
layanan informasi yang terhubung 
kepodo. masyarakat dengan j1mgkauan 97%, 9'71¼ 97% 97%, g701n 

telckomunikasl dan 
internet 
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g. Men.inekatnya Derajat Kesehatan Maayarakat Kabupaten 
Lampung Buat 

NO 
Sasaran lndikator 

TARG.ET -
20i1 ZOl8 2019 2020 2022 

I Monfogka1 Jumlab UPT 4 2 2 9 4 
oyaal<Bes Pu~k·esmas Puskcsmas Puskesmas Pusl-esmas l'uskesmas Pu!')kc.c;mas 
daommu tera~editasi 
pelayanan Jumlah UPT 
kesehatan Puskesmas 0 IS 15 JS 15 
pada dengan Puskesma.s .Puskcsmas l'uskesmas Poskesmas Puskesmas 
fasilitas pengelolaan 
pelayanan keuangan dan 
kesehatan pelayanan 

secara mandiri --
Jumlah UPT 
Puske;;mas 8 J 0 0 0 
dengan sarnna. Puskesmas Puskesmas Puskesmas 'Puskesmas Puskt<:!mas 
prasarana dan 
aliu kesehatan 
St..-suai slaut.18.i 
lumlab UPT 3 6 9 1Z IS 
l'uskesmas Puskesmas J>uskesmas Puskosma:i Puskesmas Puskesmas 
dellgan tenaga 
sesu~~ :ttandar ' 2 Meningkat Jwnlah 

nya upaya pu,kc.mas IS 15 JS 15 15 
promot.if melaksanakan Puskesmas 'Puskesma.s Puskesmas Puskesmas Piiskesmas 
clan pclayanan 
preventif kesehatan pada 
dan kondisi krisis 
pembc!'day kesehatan 
a;in Jumtah pekon 
masyarakat dengan !KS 5Pekon 51'ekcn 5 Pekon 5 P.:kon 5 Pekon 

0.5-0,8 
JumJah KK di 
Pckon/Kcluraha 600W KK 19592 KK OKJ< OKK OKK 
n tenJw.a 

I lenhl--an . 
3 Mc11iugka1 Pei-sentase 

. 
nya kctersediaan 90% 90% 90% 90% 90% 
kcmandiria obat dan vaksin 
n, akses di nuskcmas 
dan mutu Persentasc obal 
sediaan yang memenuhi 90% 90¾ 90% 90% 90~0 
farmasi, syarat 
alal 
keseba11111 
dan 
makAnan 

4 "Meningkat Angka 149 139 130 121 110 
r.iya Kematian lbu Kelahiran Kclahlrnn K.elahiran Kelahiran Kelahirao 
kesehatan (AKI) hldup hidup hidup hidnp hidup 
masyarnkat / J00.000 

Kela hi ran 
1Ilduo 
Angk-a 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 
Kcmatian JJayi Kelahiran Kclalunin Kelnhiran Kolahiran Kclahiran 
IAKB) hid•- hidun hidup hidun niduo 
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Perse.nta~ 
balila gizi 100 % 100 % 100 ¾ 100 % 100 % 
buruk yang 
mendapatkan 
11<!1'8\k'atan 
Perseotase 
penumnan < 111% < 10% < l0%1 <10% < 10 ~/4 
prevalensi 
balita kurus 

I (wastino1 

I Persenrase 
penurumm 35% 32% 30% 27% 25 % 

i prevale1uf 
balita stunting 

s Meningkat Porscntasepclay 
nn upaya anankcschatans 50% 55% 57 °;~ 60% 62% 
penccgabn kriningpadausia 
ndan orodukl.if 
penanggul Persentase 
angao Penemua.n 50% 6-0% 65% 68% 7Oo/0 
penyakil Ka.tis Baru 
meoular TBC 
rlantidak Persen~se 
menular cakupan 93 8/4 95% 95 ~~ 9.5%1 ' 96¾ 

imunisasi da.sar 
leno1<an (IDL} 

6 Meningkat 
nya 
sineri;itas Persemas-e 75 % 100% 100% I 10~/4 100% 
dan Pcserta JK.l\ 
kem.itraan 
lintas 
sektor, 
I.SM dan 
dunia 
usaha 

7 Meningkat Jumlah 
' 

30 Pekon 33 Pekou OPekoo OPe.kon OPekon 
nya pekoo/keluraha I 
liogkungnn n dipicu STDM ' 
oohat (Sanitasi 1'oral 

Berbasis 
J:m>.·arakat) 
Persemase 49~~ 55% 60%. 65% 70% 
rwnah schat ··•---- -

8 Mcningkat Jumlah pegawai 30orang 15 orang 0 orang 0 orang 0o(ans 
nya akscs yang ditcrima 
da,1 muru (tenago 
pclayanan kesehatan) -ke~sehatan JumJah pegawai 4 orang 0 orang 0 orang Oorang 0 orang 
pada yang diterima 
fasilitas (Tim 
pelayanan Monitoring) 
kesehatao -Jumlah pegawai 20 orang 25 orang Oonuis Oot'ang O orang 

yang diterima 
I _(Sopir) 
Jumlah pesena Oorang 45 orang 0 orang 0 orang 0 orang 
yang mengikud 

I simulasi 
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Jumlah pesena 40orang 20orang 
yang mcngikuti 

0 orang O orang Oo,ang 

oelatihan PPGD 
Jumlah peserta 20ocanf 25 orang 0 ornng 0 orang ' I 0 orang 
yang mengikuti ' 

,-.l'~'!fihan Sopir 
Jumlah JO pakel. 5 pakcl Opak.e1 Opaket 0 paket 
perlenglutpao 
amhulan hebnt 
,Jumloh IO 

,-
15 ,~ 15 15 

operasional Kecamatan Kccamata Kecamatan Kecamatan l<ecamatan 
nmbulan hebat 0 

h, Indeb Reformasi Birokrasi kategori C 

Suaran Indikator TE~t 
- 2018 2019 2020 2021 20:22 -

Meningkatkan Tata lndeks Reforma.si 
Kelola. 6irokrasi [Predikal) 
Pemcrintahan yang I 
profcsional dan -

I 
C C C C 

a.ma.rui.h dengan 
bcrotientasi pada 

~l_ayan~_P,)l_blik -

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B 

Suaran Indi.kato, Target 
:2018 2019 2020 2021 2022-

Meningkatkan ta.ta Nilai sistem 
kelola akuntabilitas 
pemerintahan yang kinerja instansi 
profesional clan pemerintah fSAKIP) B I] Bil BR BB 
a.ma.nab dengilll (predikat) 
berotientasi pada 
=la"anan nublik -

j. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat C 

SasartlA Indlkator Tau:et 
2018 2019 2020 2021 2022 - -- -

Meningkatkan tata lndeks Kepuasan I 
kelola Masyaro.kat. (!KM) 
pemerintahan yang (pred.lkat) 
profesional dan . C C C C 
amanah dengan 
bcroricntasi pa<la 

_p~lay~an pu_bli~ _ -- - -
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k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Predikat Sangat 
Tinggi) 

Sasaran Indlkator Tauet 
2018 2019 2020 .. - 2021 

- -
t,icningkatkan tata Laporan 
kdola Pcnyclcnggaraan 
pemerintahan yang Pemcrintah Darrah 
profesional dan (LPPD) (?redikat) San_g.al Si:lnWll Sang-al Sangat 

n:mano.h dengnn 
t~Ogg) tinggl tinggi ringg, 

bemrientasi pad::i 
oelayanan oublik 

l. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDI 

Suaran Indikator Tar«et 
2018 2019 2020 2021 

Tersedianya Persentasc input 
Aplikasi yang data perencanaan, 
terintegrasi penganggaran, 
(perencanaan. penatausahaan, lOCN't. I O(Y~h 10(!",f, 11)()'¼, 

penganggaran, dan pelaporan 
l)ffiarausahaan. t.epa1 wal<l ll 
<Inn Pl':lnnoranl 

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 

a. Peningkatan kompetensi guru 

Sasaran lndl.kator ___ Tar"et 
2018 2019 2020 2021 

Meningkatnya Persentase Guru 
mutu dan yang memillki 73,99 74.,.02 i4,03 74,05 jangkauan kualifikasi Sl % I % % % 
pdayanan 
pendidikan I 

Persen.1.ase tenaga I 

kependidikan yang 25,90 30,90 31,90 32,90 
memili ki kualifikasi % % % % 
SI 
Persentase Guru 73,97 73,98 73,98 74,00 yang rnemiuki 
kualifi.kasi s l % % %, % 

Pcrscntasc tcna.ga 
kependiclikan yang 25,90 30,90 31,90 32,90 
memiliki lrualifikasi % % ¾ t¼i 

SI ' ---- - -
Ouru 1>crsen tase 

60,10 60,12 60,18 6-0,26 
yang memilikl 
sertifikat sertifikas.i 

% % % % 
-
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2022 

Sa.ng.:,,t 
Unggi 

2022 

100'% 

2022 

74,06 
% 

33,90 
% 

74,06 
% 

33,90 
% 

60,58 
% 



b. Pelayanan Perlzlnan Terpadu 

Sau.ran lnclikator Tauet 
2022 I 2018 I 2019 2020 202_1 

-
Meningkatnya lndeks Kcpuasan 
kualitas pelayanan Masyara lrnt (!KM) 73 (i:!l 75 {B) 76 (B) 78 (fl) 801B) 
pcrizlnan terpadu 

c. Pelayanan Gratis Administrasi Kependudukan 

Sagaran I Indikator Tauet 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Menh,gkatnya ln.deks Kepuasan 
kualitas :Masyarakat 
adrninistrasi b8,16 70o/c, 75~'c, 8()"/., 85% 
kependudukan l~fi 

dan pencatatao 
sipil 

Jumlah Keluhan 
/pcngaduan 0 0 0 0 0 

maswm1kat 
2. Meningkatnya Cakupan 

lCrtib kepcmililmn KJA 8,33'% 30,55 52,77 
75'}~ I0~1, 

administrasi o/.) % 

kencr1d11clukan I 

Ciikupan 87~{, 90% 
l<enemilikan KTP 

95•?10 98o/t1 100% 

Cakupan 85% 8T¼l 90% 95% 100% . Kenemilikan KK 
caku1>an 
kepemilikan Akte 85% 95"/o 100% 100% 100% 
kelahiran 
Cakupan 
kepemilikan aktc 50% 55o/ri 60% 65% 70'¼1 

oerkawinan 
Cakupan 
kepemilikan akte 10% 20'¼, 22% 25% 27% 

oerccralan I 
Caln1pan 
kepemillkan akte 50"/o 55% 60% 651.¼, 700.4, 

kematian 
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d. Jumlah Investasl Pemilikan Modal Dalam Negeri/Pemilikan 
Modal Asing (PMDN /PMAI 

&,saran Incllkator 
2018 -

Menlngkamya Jumlah investor 
Invest.or di Pcrnilikan Modal 
Lampung Dalam Negeri ciao 3 
Barat Pemilikan Modal Investor 

t\sing 
IPMDNIPMA1 
Jumlah Nilai Rp 
lnvestasi 3.325.5 
PMDN/PMA 64.458 

Tare:et 
2019 2020 I 

I 
-

J 4 
Investor Investor 

Rp Rp 
3.4<JL8 3.666.4 
42.681. 34.815. 

2 021 2022 

5 5 
Inv es-tor ltwestor 

Rp Rp 
3. 849.7 4.042.2 

.5fi6. 24.3 84. 56 

4. Zona Integrltas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani (WBK/WBBM) 

Sa.saran lndikator Tar,.et 
2018 20.19 2020 - 1,ro.:n 2022 

Membangun Un il J umlalt Unit Kerja 
Kerja sebagai Zona yang clitctapkan 
lnte~ritas menuju sebagai 7,ona . 20PD 30PD 40PD SOPD 

WDK/WBBM lntegrilas menuju 
WOK/WBBM 

~ 

5. Penilalan Mandiri Pelak&anaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Sasaran lndlkator I_ Tar,.et 
I 2018 2019 2020 2021 2022 

~ 

Meningkatnya Jumlah LaporaJ1 
Pengawasan Hasll PMPRB 
lntcmal dai1 I l 1 I 
Pengendalian 

J 

Pelaksanaan 
Laporan Laporan Laporan Laporan f..,'l:porsn 

Kebijakan 
Kcuala Daerah 

6. Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan 
Daerah (TP4D) 

Basa.ran Indl.katox Target 
2018 2019 2020 I 2021 2022 

I 
Terlaksananyan Jumla.h Laporan 
Koordinasi Hasil 
TP4D Pelaksanaan 4 

Koorclinasi 
4 4 4 4 

1'P4D 
IA[)nran Japoran laporan Japoran laporan 

Kabupaten 
Lamnun" Baral 
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7 . Prioritas Organisas l Perangkat Daerah (OPD) 

Sasaran maupun target-target diserahkan kapada masing-masing 
OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian 
dari penyusunan rcncana aksi OPD dimaksud dalam melakukan 
reformasi birokrasi. 

C. Kegiatan-kegiatan 

CPD 

1. Prloritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

a. SDM 

Kegiatan-kegiatan yang 
mewujudkan tujuan dan 
meliputi: 

akan dilakukan dalam rangka 
target-target pada area perubahan ini 

l) Melakukan analisis jabatan; 
2) Melakukan. analisis beban kerja; 
3) Merumuskan ulang atau memperbaiki stand.a, kompetensi 

jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan 
kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan; 

4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan 
beban keija dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing 
OPD, tcrmasuk rencana rekruitmen sedap tahun. 

5) Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai; 
6) Melaksanakan rekruitrnen sesuai sistem rekruitmen baru dan 

kebutuhan rekruitmen pegawai setiap tahun sesuai dengan 
rencana kebutuhan dan kompetensi; 

7) Melaksanakan sistem rekruitment terhuka untuk jabatan-
jabatan tertentu; 

Catatan : Kegiatan I) sampai dengan 7) merupakan prioritas 
jangka pendek yang juga menjadi perioritas 11aslonal. 

8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai 
untuk mengetahui peta potensi terkini; 

9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, 
rneliputi kepemlmpinan, managerial, fungsional clan teknis; 

10) Melaksanakan pengemhangan pegawai sesuai rencana 
pengembangan pegawai; 

11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, 
termasuk pola karier jabatan fungsional; 

12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai; 
13) Mcnyusun sistem manajemen kinerja pegawai tennasuk 

29 



OPD 

siste1n penilaian prestasi kerja pegawai; 
14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk 

pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai; 
15) Mensos.ialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan 

merencanakan penerapannya; 
i6) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi 

kewajiban pegawai; 
17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model; 
18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan 

rencana; 
19) Melakukan evaluasl ierhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
20) Melakukan berbagai pcrbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjut.an. 

b. Pengawasan 

Kegiatan-kegiatan yang 
mewujudkan tujuan dan 
meliputi: 

akan dilakukan dalam rangka 
target-target pada area perubahan :in.i 

1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban 
kerja; 

2) Merencanakan. pengembangan pegawai untuk memenuhi 
kebutuhan auditor setiap tahun; 

3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP; 
4) Melaksanakan penerapan SPIP 
5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi 

kebutuhan auditor seti.ap tahun, mempertahankan opini WTP 

dari BPK, dan penerapan SPIP; 
6) Memperbaiki SOP pengawasan; 
7) Menerapkan SOP Pengawasan; 
8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan 

rencana; 
9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
1 0) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

selurub peJaksanaan kegiatan untuk menjaga konsisrensi 
perbaikan bei-kelanjutan; 

c. Tatalaksana 

Kegiatan-kegiatan yang 
mewujudkan tujuan dan 
meliputi: 

akan dilakukan dalam rangka 
target-target pada area perubahan ini 
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1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat; 

2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah 
Kabupaten Lampung Bara t; 

3) Menyusun SOP; 
4) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan 

fungsi; 
5) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam 

penyelcnggaraan tugas dan fungsi; 
6) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi 

informas i pada sektor-sektor yang belum menerapkan; 
7) Menerapkan keterbukaan inforrnasi publik; 
8) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor; 
9) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor; 
10) Melakukan monito1ing terhadap seluruh pelaksanaan 

rencana; 
11) Melak7.1kan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

selurub pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

2 . Prioritu yang harus terus dipelihara 

a . Mempertahankan opini WTP dari BPK 

Kegiatan·kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
mempertahan.kan opini WTP dari BPK meliputi: 

1) 

2) 
3) 
4) 

5) 

6) 
7) 

KABAO 
HUKUM 

Menyusun rencana 
kepatuhan terbadap 
berlaku, pengelolaan 
laporan keuangai1; 

monitoring pengelolaan keuangan, 
peraturan perundang-undangan yang 
barang milik negara, penyusunan 

Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan; 
Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan; 
Melaksanakan re.ncana monitoring sesuai jadwal; 
Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan 
rencana; 
Melakukan evaluasi terhada.p seluruh pelaksanaan rencana; 
Melakukan berbagai perbaikan yang cliperlukan terhadap 
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

31 



OPD 

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan 
Laporan Harta Keka~lln Pe nyelenggara Negara (LHKPN) 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan 
kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi: 

1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN; 
2) Melakukan asistensi penyusunan LJfKPN; 
3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang 

cliwajibkan. 
4) Melakukan berbagai perbaikan. yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

c. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pe merintah dae rah 

K.egiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan meliputi: 

1) Merencanakan pengembangan proses pengaduan; 
2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan; 
3) Mengelola pengaduan; 
4) Memonitor tindak lanjut pengaduan; 
5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan 

d . Semua bisa melanjutkai1 sekolah 

Kegiatan-kegiatan ya11g akan dilakukan data.in rangka 
mempertanankan Penyediaan pendidikan semua bisa melanjutkan 
sekolah meliputi: 

1) Mengangkat guru honorer menjadi guru ko1.1trak; 
2) Seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs; 
3) Bant.uan siswa berprestasi; 
4) Meningkatkan mutu pendidikan; 
5) Beasiswa bagi siswa Lainpung Barat yang diterima di 

Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 
6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem 

pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah; 
7) Melakukan evaluasi terhadap selun1h pelaksanaan sistem 

pendidikan sernua bisa rnelanjutkan sekolah; 
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8) Melakukan berba.gai perbaikan yang dipcrlukan terhadap 
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

e. Penlngkata.n kompetensi guru 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan <la.lam rangka peningkatan 
kapasitas guru meliputi: 

1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada set:iap 
tingkatan pendidikan; 

2) Melaksanakan selurub rencana peningkatan kompetensi 
guru; 

3) Melakukan monito.ring pelaksanaan peningkatan kompetensi 
guru; 

4) Melakukan evaluasi pe1aksanaan peningkatan kompetensi 
guru; 

5) Melakukan bcrbagai pcrbalkan yang cliperlulcan terhadap 
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

f. Saluran Telekomunkasi dan internet 

Kegiatan-kegiatan yang akan di!akukan <la.lam rangka penyediaan 
saluran internet di sejumlah tempat, meliputi: 

1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan clibetikan 
akscs telckonikasi dan internet; 

2) Menyusun rencana penambahan akses telekomunik:asi dan 
internet di lokasi strategis beserta pembi.ayaannya; 

3) Melak'llkan kerjasama dengan berbagai pihak yang 
berkepentingan; 

4) Melaksanakan seluruh rencana; 
5) Memonitor pelaksanaan rencana; 
6) Melakukan eva.Juasi; 
7) Melakukan berbagai perbaikan yang cliperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

g. Slatem integrasi layanan Jamkesnas 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem 
integrasi laya.nan .Jamkesnas, meliputi: 
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1) Mela kukan s urvey untuk mengetahui tingkat kualitas 
pelayanan Jamkesnas; 

2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan 
Jamkesnas terintegrasi dan pembiayaannya; 

3) MeJaksanakan pcngembangan sistem pelayanan Jamkesnas; 
4) Memonitor pelaksanaan rencana; 
5) Melakukan evaluasi; 
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiata□ untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

h. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten 
Lampung Ba.rat 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
meningkatkan derajat kesebatan masyara.kat Kabupaten Lampung 
Barat, meliputi: 

1 J Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas 
pelayanan kesehatan; 

2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayai1ru1 
kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan; 

3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di 
berbagai unit pelayanan kesehatan; 

4) Memonitor pelaksanaan rencana; 
5) Melakukan -evaluasi; 
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

i . Nilai akuntabillta11 kinerja kat egori B 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka 
mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas ki.nerja 
menjadi BB atau A, meliput:i: 

1) Melakukan review terhadap rencana stralegis, term.asuk 
berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, 
m.isi, tujuan dan sasaran; 

2) Menyusun rencana perbaikan sist.em manajemen kinerja; 
3) Memperbaiki berbagai berbagai aspek dalam sistem 

rnanajemen kinerja untuk memastikan pen.capaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran; 

4) Memadukan penetapan kinerja den gan sistem penilaian 
prestasi ke1ja pegawai; 
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5) Meogembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan 
mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya; 

6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan 
evaluasi akuntabilitas kinerja; 

71 Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas 
kinerja; 

8) Memonitor pelaksanaan rencana; 
9) Melakukan evaluasi; 
10) Melakukan bcrbagai perbaikan yang diperlukan terhadap 

seluruh pelaksanaan kegiatan u.ntuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkelanjutan. 

j. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDI 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan 
SIKD, meliputi: 

1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem SlK'D untuk 
perbaikan; 

2) Menyusun rencana perbaikan; 
3) Mengembangkan sistem STKD yang terintegrasl dengan 

rencana monitoring dan evaluasi pengawasa.n; 
4) Melaksanakan SIKD sesuai dengan rencana monitoring dan 

evaluasi pengawasan; 
5) Memonitor pelaksanaan rencana; 
6) Melakukan evaluasi; 
7) Mela'Ukan berbagai perbaikan yang cliperlukan terhadap 

seluruh pela.ksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi 
perbaikan berkeJanjutan. 

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualltas pelaya.nan 

OPD 

f 

a. Pelayanan Perizinan 

Pelayanan perizinan mengacu pada urusan pemerintah daerah 
sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati 
Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati 
di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja meliputi: 

KABAG 
HUl<UM 
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1. Urusan Pertanian 

l. Izin Usaha Obat Hewan 
2. lzin Usaha Peternakan 
3. lzin Rumah Potong He.van 
4. Jzin Numah Potong Unggas 

2. Uru$an Perikanan 
1. Surat lzin Usaha Perikanan 

3. Urusan Lingkungan Hidup 
L Izin Llngkungan 

4. Urusan Pekerjaan Umum 
1. Izin Mendirikan Bangunan 
2 . Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi (SlUJK) 
3. lzin Pemasangan Reklame (SfPR) 

5. Urusan Pariwisata 

1. Tanda Daftar Pariwisata (TDP) 

6. Urusan Komunikasi dan Infonnasi 

1. lzin Menara Telekomunikasi 

7. Urusan Pertanahan 

1. lzin Lokasi 

8. Uru.san Kesehatan 
1. Surat Jzin Rumah Salcit 
2. Surat Izin Apotik 
3. SuTat lzln Toko Obat 
4. Surat Izin Klinik 
5. Surat lzin Pendirian Optikal 
6. Surat Izin Laboratorium Klinik 
7. Sertifikat Produksi Pangan Tndustri Rumah Tangga 
8. Surat Izin Operasional Puskesmas 
9. Surat Izin Praktik Dokter 
10. Surat lzin Praktik Dokter Gigi 
11. Surat l~dn Praktik Dokt.er Spesialis 
12. Surat Izin Apoteker 
13. Su_rat lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 
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14. Surat Izin Praktik Perawat 
15. Surat lzin Praktik Bidan 
16. Surat Izin Praktik Perawat Gigi 
17. Surat lzin Fisiotrafis 
18. Surat Izin Praktik Tenaga Oizi 

9. Urusan Perdagangan 
1. lzin Usaha Perdagangan (STUP) 
2. Tanda Daftar Perusahaan (TOP) 
3 . Tanda Daftar Gudang (TDG) 
4. [zin Usaha Toko Modern (IUTM) 
5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 
6. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) 

10. Urusan Perindustrian 
L. Izin Usaha Industri (IUI) 
2 . Tanda Daftar Jndustri (TD!) 
3. Tanda Daftar Usaha (TDU) 

11 . Urusan Ridang Koperasi dan UKM 

1. Izin Usaha Sim.pan PinJam 

12. Urusan Tenaga Kerja 
1. lzin OperasionaJ Penyedia Tenaga kerja Migran 
2. Perpanjangan fain Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(lMTA) 
3. Kartu Pe.ncari Kerja (AK I) 
4. Rekomendasi ID Caton Tenaga Kerja Migran 
5 . Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

13.Uiusan Penanaman Modal 

KAEIAG 
HUl<UM 

y. 

1. Izin Prinsip Penanaman Modal 
2. lzin Perluasan Penanaman Modal 
3. lzin Prinsip Perubahan Penanarnan Modal 
4. lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan 
5. 1.zin Usaha 
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4) Penerapan PTSP 
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Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayana11 perizinan meliputi : 

(1). Pendelegasian kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan 
clan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, 
dan Tenaga Kerja; 

(2). Pembentukan Tim Teknis Perizinan; 
(3) . Menyusun SOP, SPP, dan maklumat Pelayanan; 
(4). Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 
(5) . Melaksanakan Sosialisasi (secara langsung, media cetak); 
(6). Pendampingan layanan perizinai1 oss.go.id; 
(7). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) 

dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat; 
(8). Pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan (helpdesk); 
(9). Pengawasan dan E:valuasi. 

5) Zona Integrita:s menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wllayah 
Birokrasl Berslh Melayanl (WBK/WBBM) 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan membangun Zona 
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani meliputi: 

(a). Penyiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit yang 
akan ditetapkan untuk Zona Integiitas Menuju WBK/WBBM; 

(b). Pencanangan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM; 
(c). Pelaksana Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang 

telah ditetapkan; 
(d). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Tntegritas Menuju WBK/WBBM 

pada tahun berikutnya 
(e). Monitoring 
(t). 1!:valuasi 
(g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kcgiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 
berkelanjutan. 
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Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke 
dalam program-program sebagai berikut: 

Pro.,..,m .K'!~P~· ~t~a~n------- -------------l 
1. Pew.ngkatan Manajemen ,_Jl__ Analisis ~.~a0b,~a~la~n~ __________ _., 

SDM Aparatur 21 Analisis beban Keria _ 

2. Pengnatan Pengawa.san 

l(ABAO OPD HUKUM 

3) Pcnyusunan ulangipenyempurnaan standar 
komnetensijabatan 

41 Penyusunan rencana kebutuhan pcgawai 
sesuai beban h.·uja dan kompctcnsi yang 
dibuluhkan OPD (termasuk tennga auditor 
danunrul 

'-SL fcnycmpurnaan sistem rekruitmen ,,,,,,awai 
61 Pelaksanaan rckrui~cn dcn~an s!_st~~- P_!l!ll 
7) Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk 

._.. jabatan-ja ba.tan tertentu 
8) Pelaksanaan asse$sment kompetensf 

tcrhadar) seluruh nei,awai 
9) Penyusunan training need (termasuk untuk 

teriaga guru dan auditor) . _ _ 
10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai 

kcbutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan 
1 auditor} __ _ 
I l l l Pcnyus\lnan rencana penempatan dan pola 
1 karier nei,awai 

121 PcnyUsunan 8istem manajemeu kinerja 
oeo:awai 

13) Pencrapan sistem manajemett kiueija 
pegawai 

14) Sosia.lisasi berbagai kebijakru; kcpcgawaian 
dan merencanakan pcncrapannya . 

15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang barn 
berlaku 

- 16) Penyusti'nan Rencana - - pengembangan-
kenriba!iian ro/,e model 

t 71 Monitorini, 
Jfil. Evalua,;i 
191 Tindak lanjut pcrbaikan hasil monitoring dan 

evaluasi 
201 Penyusunan prioritas baru serta kegiata11-

kegiaJ.an yang harus dilah-ukan dalrun rangka 
mewujudkan target-target priorita8 dlmak~ud 
scsuai dcnga;1 perkembangan kemajuan 
pclaksanaan reformasi birokrasi dalrun 
progi:am Peningkatan Manajemen -SDM 
Aparatur l'emerintah Kabupaten Larnpwig 

,__ __ B_:u-aL"------------------1 

11 Penyusunan kebutuhan tenaga auditor 
(diintergasikan dengan kegiatan nomor 3 
dalam Pr=ram SlJMl 

2) Peayusunan rcn~.ana pengembangan auditor 
(d iin u:gra sikan dengan kegiatan nomor 8 
dalam Prou:ram SDMT 

3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan 
SPfP 
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3. Pen at-.n Tatalaksana 

KABAG 
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1_{<0patan 
4). _Pencrapan $PIP 
5) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refom1asi 

Dimkrasi (P!',,fPRBl 
61 Pengernbangan auditor (diintegrasikan 

1--- -
dcngan kcgiatan nornor 9 Program SDMl 

7) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan 
kcuangan unruk seluruh OP-J2 

__ 81 Sosialisasi tcrtib administrasi keuang!lfl 
9) Pelaksanaan monitoring pengelolaan 

kcuan@n di OPD 
16\-$osia1isasi LI l~N 

111 Asistensi oenvusunan LIIKPN l:lM_i ociabal 
121 Monitorio" 
131 Evaluasi 
141 Tindak lanjut perbaikao basil monitoring dan 

evaluasi 
15) Pen _v1.1 sw1an prioritas baru serta kegiatan-

kegiata.n yang hams dilakukan dalam rangka 
mewujudkan target-target prioritas dirnaksud 
sesuai dengan perkcmbangan kcmajuan 
pelaksanaan rcformasi birokrasi dalam 
program Pcnguatan Pengawasan di 

-~ Pemerintab Kabupaten Lurnpu.ng Banlt 

1) Pcmcta.an proses bisnis ·-penyelenggaraan 
pe_!11erintahan 

2) Penyusunan/ pcrbaikR.n SOP {term93uk SOP 
=ne:awasa.n dan ...,.nv,1su.nan laoornnl 

3) Pcnataan terhadap tugas clan fungsi yang 
tumt'.lanl! tindih -

4) Pcnyusunan/penyempurnean rencana 
pen,~ra pan teknologi informasi (termasuk 
ni,11ve-1noumaan . SlKDl 

5) Pclaksa.naan pengembangan dno penetapan 
teknologi informasi pada. sektor-sektor Jang 
belum mcneraolmn ltermasuk SIKD1 

61 Peneraoan keterbu koan infonna .... !!J~.I!. blik 
7) ldcP tiftkasi tempat-tempat strategis untuk 

cemberian =layanan akses internet =tis 
8) rcnyusunan rencana penambahan akses 

teiekomunikasi dan intcrneL 
9) Kcrjasama dengan pihak berkepentingnn 

untuk cembukuan akses internet 
_10) Perubukaan akses internet baru -IJ) MonilOJ:i£S 
121 Evaluasi 
13) Tindak lanju t perbaikan basil monitoring dan 

evaluasi 
l4) Penyusunan prioritas baru scrta kcgiatan-

kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka 
rnewujudkan target-target prioritas dlmaksud 
sesuai dengnn pr.rkembangan kemajuan 
pelaksanaan reformasl birokmsi dalam 
program Pen~1taan 1'ataiaksana Pemerintah 
Kabu=ten L;1meung Barat -
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Pronam 
4. Penguatan Akuntabllitas 

5. Peningkstan 
Pelaye.zuui. 

6. Pe11.erapan PTSP 

KABAG 
ttUKUM 

Kualitas 

KegiataD 
1l Review rencana st.raLe"•S nemerintah dacrah 
21 Penyempurnaan sasaran, indikator klnerja 

dan penetapan kiuerja untuk tahun 
bctikutnya ---3) Penyusunan rencana perbaikan sist.em 

- manajcmcn kincrja 
41 fen.,Y!;mpurnaan sistem manaiemen kineria 
51 PelaksanaM manaiemcn kincria ····-61 lntegrdsi sistcm manajemen kinerja rleng¥J 

Sistem Penilaian Preslasi Keria Pee-awai -71 Pcngumpulan, perbaruan, dan pengelolaan 
data kineria 

81 Monitorine-
91 Evaluasi 
IOI Tinclak lanjut perbaikan kd:;i! monitoring dan 

evaluasi 
Ill Penyusunan priurit.a,; baru sena kegiatan-

kegia1an yang harus dilakukan dalam rangka 
mcwujudk-dn target-target prioritas dimaksud 
sesuai dengan perkembangan kema,juan 
pclaksanaan reformasi birokrasi dalam 
program Pcngualan Akuntabilitas di 
Pemerintah Kabu pa.ten Larnt1w1e: Baral 

~. -•--
I) Survey kc~ua~an ma~-yru:akat terhadap 

bcrbagai JCrus pcla_yanan (tcnnasuk 
pelayanan pendidikan, peri2inao, kcschatan, 
dan pclosanan administmsi kependudukan) 

2) ldentifikasi kebutuhan perbaikan manajcmcn 
~ 

3) 
J>£t~!l..f!!l 
Penyusttnan rencamt peningkatan kuatitas 
pclayanan mcnyangkut : penyederhammn 
proses, percepat:an pelayanan, cfisicnsi biaya, 
perubahan perilaku pe.tugas pelayanan, 
pe.nggunaan teknologi informasl, mckanisme 
koordinasi antar instansi yang terkail, 
penyatuan dalam pelayanan terpadu satu 
pintu (!'TSP), dan perul)ahan berbagal 
peraturan perundangan daerah yang 

- diangg~.J?. mengti~1bat 
4] Penl?'.kaiian oeneraoan PTSP 
51 Penaembarnzan PTSP 
ht Peneran,m teknoloe-i informasl 
7) Pelaksanaan perbaikan manajemen 

pelayanan unt1.1k peningkatan kualitas 
pelayanan (termasuk penyusunan sui.ndar 
pelayanan. maklumat pr,layanan. pengelolaan 
pene:aduan, dan serrifikasi internasion0ll 

... sJ Monitoring -91 1!.'valuasi 
101 Tindak lanjut perbail<an hasil monitoring clan 

evalnasi 

{l). Pengka,jian penerapan PTSP (dilakukan 
sccaro terintegrosl dcngan keglal.'ln nomor 4) 
program Peningkatan Kualitas Pelayanan) 
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ProdrAm K~tan 
(2). Pencntuan jenis pelayunun yang da.pat 

diin tegrasikan dalnm P'l'SP dalarn waktu 
slni:rkat 

(3) . Pcnyusunan mncangan PrSP (menyangkut 
kelembagaan, mekanlsme koordinasi/proses 
bisnis, SOP, prosedur pel~yanan, 
pengaturan kewenangan, ke.butuhan SDM, 
penggunaan teknologt lnformasi, lokasi, 
sarana dan pmsarana, kompetensi pegawai, 

_ dan lainnya) 
114 . Sosialisasi 

Manito rim.! -
/5' 
16 . EvaJuasi rn-. -'Nndak l<!f!J!ll hasil monitoring dan evaluasi 
(8). Pemelihtmw.n d(lll pengembangan secara 

berkelnnjutan untuk me11jamin dan menjaga 
ku alitas oelavanan :\:'.~" baik 

7. ReACaJ:>.a Peuetapan (I). ldent.ifikasi pelayanan strategis yang dapal 
Quick Wt.as untuk tahun dijadikan quick wins tahun ·berikutnya; 
berikutnya 

(2) . Peruncungan quick wins untuk pelayanan 
st.rat~is iang dieilih -J_:n:_yif .;oba 

(4). PenY._emnurnaan hasil uii coba 
I /5\. Sosialisasi 
_ ~ Pencrap(ln _ 

i1: Monitorini, --
81. E,.,aJuasi 
9i. Tindak Janiu_t basil monitorin<> dan evaluasi 
( 1.0). Pcmellhara.an dan pengembangan secara 

berkelanjutru1 untuk menjamin dan menjaga 
kuali1.as oelayanan van.,. baik 

8. Zonalnteg,itas (l) . PCTiyiapan OPD sebagai unit yang akan 
ditetapkan untuk Zona Imegritas Mcnuju 
WBK/WDBM; ___ 

(2). Pcncanangan Zona In tegrit.as Menuju 
WBK/WBBM: 

(3). Pelaksana Zpna lntegritas Menu ju 
WflK/WBOM di nada OPD van.- ditetankan 

(4). Penyiapan OPD lain scbagai Zona lntegritas 
Menuiu WBK/WBDM oada tahun berikutnya 

-~LIV!.onitorin" 
-,(,I. e:,,aJuasi 
(7). Melakukan berbagai perbaikan yang 

diperlukan terhadap scluruh pelaksanaan 
kegiatan dalam rangka Zona lntegritas 
Mcnuju WOK/WlJBM untuk mcnjaga 
konsistensi nerbaikan l.lcrkclanjutan. 

. 
9. Manajemen Perubahan Disusun sccara t¢Il)isah dalam rencana 

mruiaiemen nerub<ihan -· 
10. Penataan P~aturan Ditentukan scsuai kondisi dan dinamika 

Pel"Wl.clan••u.ndan=n pdaksanaan reformasi birokrasi yang akan 
11. Peaguatan clan. Penataan dijalankan hingga tahun 2022 

Or,nw.lsasi 
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4. Prtoritas OPD 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan unt.uk mewujudkan 
target-target pada masing-masing OPD diserahka.11 pada masing­
masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai 
rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD climaksud dalam 
melakukan reformasi birokrasi. 

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya 
untuk mewujudk.an target-target dimaksud. 

D. Ren cana Aksi 

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan 
selama 5 (lima) tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) peroerintah 
Kabupatea Lampung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi 
Perangkat Daerah, sesuai dengan program-program prioritas dan fokus 
perubahan, kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan pada masing-asing 
OPD. 

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuralkan di atas, 
1naka dapat disusun rencana aksi reformasi birokrasi sebagai berikut : 
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I Pers<.--nta..,:w,. Pemhiru,u,m ~ v ' 'I 
ASNyang dan 
ditempatka pengemban 
n sesuai gan ' ' dengan apf.tl'Btu.r I 

l<encana 
pengadaa.n 
,lab;,.tan -•1----·- - 7 Petsenrnse ,/ ✓ T, 
:\SN yang 
ditis\gkatka 
Jl 

kornpotcnsi 
scs'-'ai 
dcngan 

I roncana 
pengemban 

""" 
Pe.r54?".ntase ,J ✓ 'I -J 
JPTyang 
ditempatka 
n melalui 
open 
recruitment 

- - I_ __ -- - - j _I 

OPD 

t 
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Kemampua J idem Peroenta."\SO idem SDI\ -so;, ,: v 'i ' n unil kerjR ASN'yang 
pengclola di Mut.esi. 
SOM Ptumusi 
Pemedntah s cauaj pola I 

Kab. karir 
Lampung 
Barat 
masil, 

beroricnt.am 
pada 
pd~a 
n 
pengdol.'UUl 
administra s 
i 
kepegc.,wui.a 

. ndan 
belum p;uJA 
p claksll,naa 
n 
pongeJQ la.an • 
S\unber 
d.aya 
cnanusia 
yang 
berfokus 
padn 

' pi:mgr.lu1;;1~n 
kinerja, 
pengelotaan 

I I kompet.ensi I 
, llan 
i>>.ngelolaan 

' kru-.i.r 
I i n.P.:og:W ai. 

I 

.- ---~-----
OPO 

·t 
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Buda.vo Terciptany Jumlah Peogemba.u 
kinerjo di aBuda,r a !\!lN yhng gatt dan. 
k alw:,gan Kerja mendapatk Peinbinaan 
peg~Ai Aparatur an 1\SN 
belum yang Punishmen 
dikcmbang prott':sioual t 
kru:i. Hal ini 
ditanru,j 
dengan 
belu.m 
berjrurumya 
pernberia.n 
rewarctdan 
punishmetit 
yang 
dida!Wrka.n 
pada 
kin"na. 

Jum.lah 
ASN yo.ng 
mendapalk 
an Reward 

1:1 I' Peoatdll Pon.tut"" Peninclme­
tiddanj ' "'' 

'i.;;...= -+-- -'--,----!-,,-~-~ ........ 
1 I meningkatny" 

pengendalian 
fluktuasi h ar gA 
bahan pokok 

OPO 

pemanw ,.u~ 
n h arga 
dan 
d.isuibusi 
Seinbako 

fl.,,-kuxangny 1-1000 Paket Bagian 
a Bef',:an perekonoro-iR 
l\lasyaraka~ n dan SDA 
M~njchmg 
HariRaya 

Meminimalisi I 15 K~camatan 
I' 

f'>enye.lewenga 
n 
PelakAAnAan 
Progrnm. 
_Bastr~a~_ 

62 

13,igion 
pen~kotmmia 
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ll,leningkatnya 
Persentasc 
Produk 
Hulmmyang 
Terbentuk dan 
Masyarakat 
yang 
mcng1.lsuti 
Sosialjaaffl 
Pe.rarura.n 
Perun<long­
undangan 

Meningl<runya 
kualitas 
pembentukan 
peraluran 
d11erah 

1. Pers.enlase 
Peml>entukan 
Prociuk Jlukum 
yaag Tercalisasi 

2.Ju.mlnh 
Ma.syarakat 
yang Mengikuti 
Susi.<1-Jis.a~-j 
P(ratu.ri\11 
Pcrundang­
~ndf!nl 
,Jumlah 
Peraturcm 
Oaera.h yang 
rulakukan 
Fasilitasi 
Pcmbentukrum 
ya 

OPO KABAG 
HUKVM 

Penataan 
Peraruran 
Perun dang 
undango.n 

Tcrpan-i:..u11j:- I 12 Bulan 
a ti:ngkat 
inflasi 
Kabupaten 
Lau.tpung 
&vatr 

- Mcmbu"t SK 
Bu.pa1i KcgiaUm 

63 
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perekonomia 
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OPD 
ft;. 

· M•ngor•ksi 
Rancangan 
Perdayang 
berasal dnri 
OPD 

-Mcmb«has 
Rct11t;<U1gi·UI 

Pcr-da dcngan 
Tim Lcgislaasi 

• Membahas 
Ranca.ngan 
PerdH anwra 
Tun Legislasl 
<lAn DPRD 

Menyampaikan 
Ronperdll keplld 
Gubemur dal.am 
rangka 
tin<laklanj:u l 
Un Luk .:r.neajadi 
Prrda 

Memm.lakltu1ju1J 
pcdnctapan dan 
pengundaugan 
~anperda 
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• 

Mco.ingk,,tnya 
pcnget.ahuan 
OPD tcrha,lap 
Pcraturan 
Perundang­
undongan 

Jumlah 
t>eraturan 
Perundang­
umta.ngtm yang 
dipublikasumo 
KepadaOPD 

,, -~ -
OPD i<ASAG 

HUl<VM 

f / 
v 

- MernbuAt 
Laporan Akhir 
Kegliu:an 

- Mem.bttat SK 
Bupaci tcntanr. 
Ke.giatan 

- Meodownlod 
Peratu.ran 
Pemndang­
Undangan 

'. MenCCtak 
h~sil rltW."l"llnstti 

Peraturdll 
Pcrundang­
U.ndangan 
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M<mingkatnya 
pem.ahaman 
ma,;yarakat 
lerhadap 
produk hulrnm 

J1un!ah 
Masyarakat 
yang Mengikuti 
Sosialisaai 
Produk Hukum 
Daerah 

---· OPO 
'f 

► 

-Membuar 
Laporan Akhir 
Ke~i14lun 

- MembuatSK 
Bupati tentang 
Kegiatan 

- Membuat 
Suratke 
Kecatnaran 
w1tuk mengirim 
DataPeserta 
Sosialisasi 

.Menyampaikun 
Pcrmohonan 
untuk menjadi 
Narasumber ke 
OPDyang 
terkait' 
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Meni:ngkf1t.nya 
kualitas 
pembentukan 
per.:1.turan 
bupati dan 
'kq,utusan. 
i>upo.ti 

OPD 

t 

Jumlah 
Peraturan 
Bupati dan 
Ktputusan 
13u pati yang 
d.ilakukan 
Harmonisasi 
dalatn 
P,.mbcnt.ukann 
ya 

tua.i.i<~ 
HIJKUM 

V 
I 

Me-nsosialisa.,;ik 
an Perdadan 
PcrhupdJ 
KecR.mats.n 

• Me.m.bual 
Laporan ,\khlr 
Kegiatan 

- t\fombunl SK 
BupAti tentang 
Kegjatan 

67 
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OPO 
t 

- Mengkoreksi 
Rancangan 
Pera.twru.1 
Bupatidan 
Keputusan 
Bupati 

• Memlm.hw; 
Rancangan 
Perj\t.uflUl 
BUp><tiytmg 
memerlukM 
Pembahasan 
olebTim 
Koord.inasi 

Men:indakla.njuli 
dalam rangk>I 
PMsmda1~ngan 
Peratunin 
Bupati dan 
Keputu,;an 
Bupati 

-Membuat 
Laporan Akhir 
Kegio.tan 
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--

Meningkatnya .Jumlah 
pengetahuan sisv,:a/ siswi 
si.swa cerh.adap yan.g l\fengikuti 
peraruran PenyuJuhan 
pt:rllntl~ng- Hukum 
l,l]lQ81\glUl 

m:~ _:;MI 
-

- MembuatSK 
Bupati tentang 
Kegiatan 

- 11.fcmbQot 
S\.Jrac kc Dinss 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
untuk 
<li!.injutkan ke 
Sekolaban 

- Melaksanal<an 
Peuyuluhan 
Hukum ili 
SeknlAh 

- Membuat 
Laporas:1 Akhfr 
KegioUUl 

69 

I I '>! ~ ,J ,J 

I 

' 
' 

I 

i I I 



J\leningkatnya 
kc::sada-ran 
hw,.um 
masyarak"t di 
desa/ keluraha 
Jl 

OPD 

I 

JumlahDe<Ja 
yang Mast.ti< 
dal~m K~te;guri 
de~sa_rlar 
Hukum Tingkat 
Rabupaten 

-:·t.4n..::..._. 
HUN.urv, 

~ 
rv--

- MembuatSR 
Bupati tentang 
Kegiatan 

- Mcml>ual 
Sural kc 
Kec:~mAtan 

- Memverilikasi 
dan Pembina.an 
Desa/ Kelur-ahan 
SadarHukum 

70 
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Moningkatnya 
pcngetahuan 
masyarakat 
tcrhadap 
produk huk·um 

JumJah Prociuk 
Hukum yang di 
PuhH:kasikan 
dala.m Website 
JDil·J 

· Me11cntokan 
Peu11;11a11g 

Pcsa/Kdurahan 
SadarHukum 

- Membuat 
Laporw-1 Akhir 
Kegiatan 

-MembuatSK 
Bupati tentang 
Kegiatan 

- Mcnguplod 
Pcrdadan 
Pcrbup 1'ahun 
2017 kc JDIH 
Lambar 

- Memhuar 
l..aporan Akbir 
Kegiatan 

71 



Terciptanya 
kApRsila..-; 
hukum bagi 
aparatur 
dalrun 
pelaksana.an 
tugas 
kedlnasatl d,u, 

ter$Clesrukann 
ye 
J)('rmasalahan 
hukumdi 
kabupatm, 
lampung barat 

OPO 
I 

Jumlah 
Permasalaban 
Hukumdan 
Aparanu- yang 
diiukulron 
PcndampingWl 
..Banruan 
liukum 

• l\,\L-mhua\ SK 
Bupati tenta.ng 
Kegiatan 
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T ~rlaksooruiya 
lomba 
kadarklun 
tingkat 
kabupaten 

loPD ,~~e~ 

Jumlah 
Kecamatan 
yang Mengikuti 
Lomba 
Kadarkum 
'ringkat 
Kul.Jupateil 

• Membuat MoU 
Pcmda dengan 
Advokasj 

· Pendampingan 
Dantuan 
Hukum bagi 
Aparatur dan 
Peme-ri.ntah. 
l)aerah 

-Membuar 
Laporon Akhir 
Kegiatan 

• MembuatSK 
Bupati tentang 
Kegh-Jlall 

· Membuat 
Surat ke 
Kecamat.an 

73 



Meningkatnya 
kualitas 
produk hukum 
dan kesadornn 
hukum 
masyarakat 

--··- + 

Jumlah 
ApRT~hJr }'Hng 
!lfongikuti 
Pcnyusu.ium 
Prociuk Hukum 
Daeral:t 

OPD KA8AG , 
HUKUM 

t V 
~ 

• MemveriJikasl 
Kecamatan yang 
Uendo.b 
Krhni.n.aliu..s 

- Menghubungi 
DewanJuri 
Loml>a 
Kadarkum 

- Mcngbuhu.ngi 
Pesert.a Lomba 

· Pelaksatlaan 
Lumba 
KadBrkum 

· Membuat - l - 1- 1- 1--1-

Laporan Akhlr 
l<egiatan 

- f\.+fo-mbuat SK 
BupHti t~ntang 
Kcgiatan 
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Meningkalnya 
lru.alitns 
proouk hukum 
daerah 

Jumlah Perda 
dao Perbup 
yang dievalua.si 

-·-·--.-t<ASAG 
HUKUM OPD 

·1' r 

· Menghubungi 
Na.rasumber 
danPeserta 
Bimtek 

.. M~mhuRI 
Surat pada 
N...-asumber 
dan Pe-&erta 
Rimtek 

~ Pelaksanaan 
B,iwtt:k 

- Membuac 
1.aporan Akhir 
Keg;.atan 

· MembuatSK 
Uupati tcntang 
Kegiatan 

- Mengt"~'alll~si 
Pe,·t:la dan 
Pc«bi.tp 
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• Membuat I I Laporan Akhir 
Kegi<1tan 

--
I 

Merungkatnya Jumlah Prociuk • MembuatSK 1 1 1 1 
pemahaman Hukumyang Bupati tenl>ln_it 
masyarakat disosialisasikan Kegiatan 
terhadap kepada 
produk.hukum Ma.syarakat 

---- Membuat - -
Surat.kc 
Kecarmttan 
untuk Mengirim 
Data Peserta 
Sos-ialisasi 

.. MeJaksanakan - -~-
So.~alisasi 

• Membuat 
Laporan Akhir 
Ke,giatan 

- . 
OPD ,~a ... c. 

HU><IJM 

f / 
V 
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I Meningkao1ya Jw:r,lah Data -McmbuatSK ~ ✓ " v 
k:csadaran Pendukung Bu~ti tc:ml.H.ng 
masyar3kat Capaian Kcgmtan 

· terhadap H,\M RANHAM 
KRb/Kom okh 
Prmeri.ntHh I 

Do.eroh sesucli 
Pro~dur 

> 

- MembuAl 
surat lte OPD 

- Memverrukasl 
data pendukung 
dariOPD I 

- Mcmbuat - -
L>lpYrnn Akhir 
Kcgiatan 

Meoingk~tnytt Persentase Program Jumlah -
lOO ' ' .. .. 

kualitas Kcpuasan Peningkata produk % 
pclayanan Anggota DPRD n hukwn 
dalam rangka 'l'erhadap K.apasitas lnisialif 
memfasilitasi Kinerja Lemb.aga OPRD 
lcegiman Dl'l{I} Sekretariat PetW~kllAn 

DPRD Rakyat 
Oaenm 

I-
4 Bual, 

I I 

vr&J . . :·.c.~•.,.; 
tilJKUM 77 
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-
• -

-- -
Menlngkatnya Ju.mlah produk Harmonisa 
llarmonisasi hukum daerah sl - --

Peraturan ' ' ~ V peraruran yang 
perundang• harmonis/tidak J>erundang 

I I undan'2:an rum pan~ tindili •undanD'an, 
. - -

', C l'~rt;\'l'MIY:tl'AN.P.ENC Uj\1',\'N- --· '?"-!' --~- · --:- ....,.._...-,,._~--. • < ·i . eioif ANIS'isr '. · . " • . " ·;:->. ; ;: '.I; :~ -· ~ ' .. , .,,• 

1 M~ni-ngkal nya Terhirt.:t da-n. Pembinean dan 2(1¼, P~nyusunan C.,isc:Ading Rl:'lgian "i -J ' ,/ 

kualitas pen~rapan Men:ingkatnyA Pengembang,-«n Perjanjian Kinerja Orgi,nisasi 
akuntabilitas kinerja Pcngctahuan Aparatur Pemcrimah Kabupaten 
dru, keuangan $umber Daya Lampi.mg Barnt 
Pe.mkab. Lampuog ApH-rahn 

Barat 

' 
I I 

OPO 78 



2 Meningkatnya Meningkatnya Penlngkatan 50"/o Sostalisasi, Monitoring Bagian ' IV 'I '\I 
pc-n.yelenggani.an Pemah"-!llan Fung"1 d,m tlan Esalu,wi Tupoksi Organisasi 
urusan Pcmcrintah Fungsi dan pcrao Perangkat Daerah 

Per-an Kel•mbagaan 
Kelembagaan L>aerah - ' --

-
Sosialisas.i, monitoring Ragiao 
d.nn evaluasi kelern bagaa-n Organisa..~i 
perangl<at d•erah 

-
--· -- -- Evaluasi Kelembagaan Bagi.an 

I Organisasi 
-

0 I l'ENATA.~N 
·r,wAJ'.:AKSAN'& 

f I I I I I J' C 

Meningkatnya Tcrbina da.n Pcmbjna...m. dan 20% P~n.Y~tsunan B,wan -J 1v f 'il '\/ 
Penyel<nggaraa Menlngkatny Pengcmbangan Standar Orgacisasi 
n Urusan a Aparantr Operasionnl 
Pemerinta.h Pengetahuan Prosedur 

Sumber 
Daya 
A aratu-r 

Meningkatnya Presentasi Pembinaan clan 200/4 Peuyu.sunan Tata Bagian I I I - I I I I -., ,; 
Penyelenggaraa OPL> yang Pe11~embanfr-U1 Nnskah Dillas Org_artisnsi 
n Unl:,;a:tl .melakukrw Apai·arur 
P,;mcTintah Ulla -""skah 

dinas io.esuAi 
ennurM 

OPD 79 



P~ningk;ir.an 
Kerjasama_ 
/\ntar L<:mbagl, 
Pemerintah 
Daerab 

OPO I itu:'tutiii 

Pen.ingkatsn 
Ketjasama 
Antar 
Lcmbaga 
Pcrom;i.n I~ 
dae1ab 

l:lBulan I. Pelaksana-.'Ul 
Tim ,Koordinasi 
Monitoring clan 
Eval.uasi 
l"em biayaan pad a 
Masyarakat 

80 
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OPD 
f 

5 KAii, 0 
l)ok..1me11 

100% 

2. PdakAAnA~n 
Koordi,riai da,n 
Moniloring dan 
Pengom bangan 
Pertambangan 
dan l!,'nergi 
sumbcrDaya 
Mineral 

3.Fasi.litasi 
Optimalisa,si 
PengeJulaan 
K<i:wasru, Hut.an 
Di KabupaLen 
t.m,punl!, Baral 

81 

RRgi,m 
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danSDA 

J3a(!ian 
petek1,nomian 
cl,.n SDA 



2 Dolrume:, 

MeUIDgkau,ya Tcrbinadan Pembinaan dan 2WO 
Pcnyelenggnrnn Mcningkat11y Pengembangau 
n Urusan a Aparatur 
Ptrmerintah Pcngetahuan 

Sumber 
Daya 
A aratur 

f\.•leningkatny~ Jumlah Peningkatan 
Pelayanan Dokumen Pelayanan 
l'eugadaan Pengadaau Ptmgadaan 
Barang/Jasa Barons Jase. Barang/ Ja"" 
Pr.mCTintah yang Pemerinlah 

difasllit.asi 
lllltW< 

·(03CS 

OPD l~~~~fj 

4. Penyu.sunrol 
Rancang;an 
Peraturan Daerah 
Tet1UU1g 
Pcnycrtaan Modal 

P~nyusunan 
Standa.r 
Opernslonal 
Prosedur 

I Penyusunan 
Standart Pedoman 
Pe.Ja:ksanaan 
Pengadaan 
barang/Jasa 
Pemc.-rint:ah 
Kabupal.nn 
Lam un Barat 

82 
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perekonomia.n 
danSDA 

I Bagi= 
Organisasi 

Kasubb"!I 
Pengembangru, 
dan PengadHan 
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rendcrnya 

Meningkatnya Jumlah Penroglultan 
PdO¥anru:t Dokumen Pelayanan 
Pengadaan Pengadaan Pc ngadaan 
l:larang/,Jasa Ha-ra-ng.Ja~ liRrRng/, h~AA 
remerintah yang PemtTizttah 

difasilitasi 
qn l-uk 
pm~_g 
tendern a 

Mt:mingkal . .tl)'H Jumlah Pcningkalan 
Pcrnyanon Dokumcn Pclayanan 
Pcngadaan Pe11gadaan Pengadaan 
Barang/ J asa BarangJasn l:larang/ J aso. 
Pcmerintah yang Pemeri.1;1tah 

dlfasllitasi 
untuk 
_proses 
rendei"J'\ya 

Mcningkatnya Jumlah Peuiugkat.an 
PeJaya.uon Dok"U.men Pew.yaru,n 
Pengadaan Pengadaan Pengadaan 
Barang/Jasa DarangJasa DarangiJasa 
Petne1'it1tall yang Pemerint.ab 

dlf osili t.asi 
untuk 
proses 
lendemva 

Meninglmtnya Presen.tasi Pemhin•lan dan 20% 
Penyelenggru-aa OPDyang PengembRngan 
n Urusan melakuknn Aparatur 
Pemcrinta.h tata rw;kah 

din.» sesual 
~raturan 

: OPD I KABAG I -t 

Fasilitasi dan Kasubbag 
Koorclinas.i J>roses .Pecen.CuJ:u,1£10 
Pelak&'tna.'Ul Pengadruw 
pengadaan 
Barang d,trt Jasa 

Pelaporan Ka8ubbag 
.?\{onl~oring dan Evaluasi 
Evalu.a.si Pelaporan d(ltl 
Pen wuina.n Pe.ngelolru"ltl 
Barang/Jasa Ookumen 
Pcmerintah 

KonsultH..'3i Kasubbag 
Hukumdan Evaluasi 
Sanggah Pelaporao dan 
J'engadaa,1 Pt:ngdulaRn 
Barang/ Jasa Doku.mcn 
Pemerintah 

I 
Penyusunan Tata Bfl8ian 
NaskahDinas Orga.ni!:IHRi 
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Mtmingkatnya Persentase Program Pt:-r.sen~ Pembuatan Sckrct.ariaL ~ ~ '1 ,: 
kualita.s dokumen Pener•pan SOP Penerapan SOP Pi-os,dur Tetap 
pc1ayanan kiue.rja yang K,,Jitb,mg~n Kegiatan Utama 

sesuai Kelitbruiga.n 
d,mgao 
Ptuucdur 
Keria. 

-
..... ' 

'- . . 
Program Tr:rr,cnuh.iny.;--. t'eogadaao UPTKRL 

, 
✓ ✓ ✓ 'I 

Peningkatan saranadan Kcndarnan 
Saran.adan prasarana yang Dinasj Operasiona 
Pra~1'ana optimal l 
Aparatur 

-

Pengadaan 
Peralru:an Cedung 
Kantor -

I 
I 

~ 

l ' ', 

Pengadaan 
Komputer/ Jp.ring 
an Komputcr 

' 

' - -
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Meningkatnya Persentase P.rog,:am e0 Jumal Tersedianya e Jurnal K,u;ubbid ✓ -~ ✓ ' e government mekWsm~ Jumal untuk Kclitbangan Kcrjasama dan 
kerjayang memunt basil Publikasi i· 

l 
menerapkan pcnclilia:n if; 

~ 

e I 1tovernment 

-
!, ' ,, 

Meningkatnya Ju.mlab Pcnerapan SOP Disbunnak ,/ ,/ ' "I 

ruekanism.e Dokumen J:. 

d•n prosedur SOP yang 
;, 

i,t;layan».n di lmku ~!~ Disbunnak 

''1 
a;; 
,. 
I, .. 
" 
" . 

_f{t 

!,t 

' "' 
~ 
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Meningkatnya 
koordinasl dan 
pc~layenan 
bidang 
keta.ban.m 
pangan keprula 
DiAsy"AtAkat 

;OPD /KABAG 

t.. 

Pc:ny~d.i.aan 
)ayanRn 

informa~i 
bidang 
ketahauan 
pang:m 

Progrrun 
Pen.ingkatan 
Perencanoan, 
Pc:ngawasan dan 
Evaluasl 
PcmbW1gunan 
Bidang 
K~taluuum 
Pangan __ _ 

P<ogumpulan 
<l:etta, :mali...-qa data, 
penyajia.n data, 
pt:m.anfaatan t.i ata 

87 
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OPD 

t 

PrngrRm 
Pengembangru, 
Ketersecliaan d«n 
Penangan,m 
Rawan Pangan 

Penyia:pan maw,-! 
siw-an, 
pelaksanaan 
siaran 

P<'llgumpulan 
CW.La, ,tln~li~ daia, 
_p<"ny~jinn daf.Sls 
pcmH.nf9..a.lEl.n data 
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OPD 

c 

Program 
Pcngembangao 
Sist.em Distribusi, 
Sta bilitas Harga 
~"" Kdembagaan 
Pang"" 

Pengrnpu Ian data, 
analisa data, 
pcmyaj.ian data, 
pem~tir::n~tAn 
data, koordim\l'i, 
tlndakan 
intervenai 

l'engu.mpufan 
data, analisa data, 
penyajian data, 
p~Joaufaatao data 

f>engu.mpu.1"'1 
drua, aJ"atlisa data, 
penyajian data, 
pemanfaatan data 
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Meninglnlltl_)'& 
Pc.nyck-r1ggaraa 
n pendidikan 
Nonformt<l 

/OPD l~~t" 
/-

Persentasc 
penduduk 
tidak 
sekolah 
mt<.t)gfkuti 
pcndidikan 
Non Fo1mal 

Progrrun 
Pe.ngemhR.DgAn 
Penganekaragam 
~1 Konsumsi 
P1Jngan (U)Jl. 

Kearn.a.nan 
Pangan 

Pcndidikan J>AUD 
dim Pendidikan 
N'on FormaJ 

Jumlah dokum•n 
analisa kon!-..-utn&'i 
pangan : 1 ,tok 

l . s!( Pemakemn 

2. Proses 
~rla~n 

T l " 

3. Kontrak keraja 
. I I I I - I I • I 

4. Ber1ta Acara 
serah terima 

(. SKP.,,rn,kecan 

2. Proses 
engadaan 

3. Kontrak )(r.r,;j• 
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..._ 

4. Bcrlta1\c.:..ra 
- -

I 
1 ~,:rah le-rim.a I 

J. Sk Penerima ,j I I A.lat Bermai.11 
Lt.'· I 

2. Prosoo 
pem,,,daan 
:l. Kon1rak ker.1-)ja ,, 
4 . Betita Aca.ra 
seral1 te:t'irua [£ 

-
T Perxnto~c Progro.m Tersedfonya Melakukan •/ 1 ' ,i 

peningkat..an Penyediaan lnfrasruktur Smvey Lokasi 
prasarana dan ,lan Pertanian KeJ;iatan 
sarana Pengcmb. 
pertan.ia."l Prasarana 

dan Sru-ana 
Pcrtanian 

Melakukan 

I Survey llurgo 
Barant! - - -209-~ MembttatSK 
Pejabat 
PenQ:adaan 

Menetapkan 
Lokasi Keoiatan 
Melalmkan 
Perm.1sunan SIDE 
Mcmbu,.cSK 
Pakct Pdwrjaan 
Melal,.-sa.nak,u, 
Pcng-aRrlmm 
Kemntfill Fisik 
Mel,,k,,,m~k;m I 

Pckcriaan Fisik 
Mclaksanakan 
Pengawa.sa.n 
Pekerlaan 

OPD KABAG 
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uPD 
I 

if:, }'!;;NA'f AAN MMIJYJ,,MEN !,\J?Jd APA}q\TUR.· 
Mcningk,.rnyH 
Penyclcnggara.an 
Urusan 
Pemerintah 

- l.leningkatnya 
Pen_yr:Jengg1.1.r'aan 
Urusan 
Pcmcr:intah 

Meningkau1ya 
Pemblnaan dan 
Pengembangao 
Aparatur 
Pengadaan 
Barang dan J asa 
Pemcrintah. 

I 

KABAG 
HIJKUM 

Terbinuden Pcmbin.ai,m 
Meningka.tnyH don 
Pengctahuan Peogl'mbang,m 
SumbcrDaya J\paratur 
A aratur 

'l'erbina drui Pembinaan 
MeningkamyA dan 
Pengetabua.n Per,gembangan 
S.umbcr DaJa ApariH.Ur 
A aracur 

Jumlah Pembinaan 
Pelaku dao 
Peogndaan Pengcmbang::m 
yang /\.parntur 
memaha.nli Pengadaan 
Aturan Barangdan 
Pengadnan Jasa 
dalrun Peme.rintah 
pelaksanaa.t1 
t.en<ler 

20~'.> 

20"/o 

Mombuat Laporan 
/\.khir K,gi,uan 

··~-·-' -· .__:._.· . 
Perhimng&n Bagi.an Orga-nisad 
Kebutuh-a:n 
PNS 

Perhitw:,gan Bagian Organisasi 
Kehutuhan 
PNS 

Bimbinga.n Kasubbag 
Tekoi'> Perenc::.anrum 
Penyusuna.n Pcngadaan 
HPS d.,, 
Kontrak 

-
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Meningkatoya Jumlah Ponbinao.n Bimbingart l<asubbag 

I 
I -I 77' Pembina.an da.n Pelaku dan Teknis Perencanaan 

Pengembangan Peng&daan Pengembangan Pert-ncanaan Pengadaan 
Apararur Yfilll! Apao-atw Pcmilihan 
Pengh<laan mcmahami Pnigadaan P,nyectia 
Bariang danJasa Aturan Ba.rangdan Barang/,TrtRA 

l"emerintah Pengadaan J"""' 
dalatn Pemeriut.U, 
pelaksanaan 
reJ1der 

Me.nlngkatnya Jumlah P.-:m binaan 8imbing1m K"~uhbt1g 
Pem hinaan dan Pelaku <lfill Tekrus Pcngem\Jung~m 
Pengm,nl1a.nga.11 l'engadaan Pengembangan I Evalua.si dan Pcoga.da:an 

Aparatur yung Apru:atur Penawaran 
Pengndaan mcmaha.m.:i Pengadaan cb:tn 
Barang dart Jasa A.turan Barang dan Kualijikasi 
?emcrimah Pengc.u]w-1u Jas..."'l Peng,,dw,n 

druam Peme-rinrn.h Batang/Jasa 
pelaksanaan 
tender 

Meningkat.tiytt Jiimi'ah Pem.blllrum Bimhingan Kasubbag I I I Iii I I -i IT I -1 I .; 
Pewbinaan dan Pclaku dan Tckni8 Pcngemba:ngrut. 
Pengem~"'-t.'lgan Pengadaan Pengembangan Administrasi clan Pengadaan 
Aparatut YM.g Aparatur dan Hukurn 
Pe,,gadaan memahami Peoga<laan PengaWuu.:L 
Bc:u:ang tlan Jasa Ah.uan Dar.ang clan Barrui._'lf J a"" 
Pcmcri:nl.Oh. Pengada.'Ul Ja.,. 

dalam Pemerint..b 
pelaksanaan 
Le11de£ 

' - Pcndidikrut Jumlah I I I I I la .-1 ✓ I ✓ I ✓ I "I PeDSCpSl tlan Meningkatnya ~ Pcrscota.sc Mengirimkan 
pt1nerapan !)Ola pikir o.an •para1.ur yang dan aparatur p~se~ cJikll-lt, 
reformR~i budaya kinerja kinerjanya Pe\anban yang perubahan 
birokrasi be Ju m apararur baik fvnm:U in~akukan prilaku ke1j a 
sepeuuhnya Din.as pclal;Jlum/ 
dipahami dan Pembetdayaan cliklal ; 2 
dilaksanakan Ma..,,yarHkRt orang 
oJeh aparatm: dan Pekon 
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OPD 

Sebagian besar 
pegawai belum 
1 n 1:auilikl 
kompetensi 
bidang tugasnya 

Mmingkamyo 
l<ualiw" 
Penyuluh 
P~r~jp.n dan 

Tc-:rAU$.1.lnnya 
indikator 
kincrja 
individu 

Tersusunnya 
Shitmn 
lnformHsi 
KepegawH»in 
(511-'j onlinc 

Persentase 
Penyuluh 
Pertani.an dan 
Lembaga 

l'ersentase 
pe.rne.nuhan 
do}<umen 
kinerja , 100% 

Persei1tnse 
pegawai yang 
telah mengisi 
SIPonline: 
100'%, 

Prognun 
Pcninglc..,..an 
Penyu]uhan 
Pm:at,ilut dan 

Penyusu.nan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pelaksanaan 
Dokumen 
?e.rencanaan 
SKI'D 

Pelatihan 
Penyuluho.n 
Perumian 

Jumlah 
tlokutttt:f'l : 
l.7 jcoi:i 

58,451,500 

94 

r 1\.tempersiapkan 
data pendukung 
Penyusunan 
Evaluasi dan 
Pelaporao 
Pt;:liik~tlaa.tl 
Dokumen 
Perencan.aan 
SKPD 

MembahMden 
Memenl<sa Oraf 
Laporan 

M<:mp~rhaik1 
Hasil Koreksi Oraf 
Lai,oran 

pt!,oguru.pulafl. 
berlras dan <>ntry 
data .l',lasing­
masing ASN' l<e 
olplikam SCP 
OnJ;nc 

MembuaLSK 
Paniti.l;l. 
Nara~u_m her dan 
Peserca 

,' I ,; I ~ 

I 
I 



.Lcmbaga Tani 

OPD 

f . 

Poroni Y'1118 
berkualitas 

Kelembagaan 
Tani 

Terbinan_ya 
Kolompok 
Taru 

1,foi:npe,:;iapkan 
Rahan 

Kounliuas1 
Mempersiapkan 
Materi Pertemuan 

Pclaksanaan 
Kegiatan 
Pelatihan 
Membuat. IAporan 
akhi.r 

Membuat SK 
195,366,500 I Paniti11 Pc:lokst.ma 

K~gial:an 

95 

MembuatSK 
l'serta 
Mempcr8iapkan 
~ahan 
PendukUi 
Pelak....,.,aan 
Kegiatan Bcdah 
dan Benah pokl:an 

t'&µc1t 
Pcmbahnson dan 
Penetapan~---
Mr;mhuAt La_poran 
Akhi, Kegiatan 

,I 



OPO 

t 

Terpennhin}'R 
seluruh dokumen 
perencanaao 
eva.luasi dan 
pelaporan 

Persent.ase 
~o,enul1ari 
r.lc,kumen: 
lOO'VI) 

Program 
Peni.ng.kara.n 
Peugembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kit1erja 
dan 
Kcuangan SKPD 

,Jumlah dokumen 
: l dok 

Jumlah dokumen 
: 17 j.-nis 

.Jumlah dokurnen 
: 12 dok 

Jwnlrut dolrumen 
: 2 rlok 

Jumlah d<>kumen 
: l dok 

J umlah Jokumen 
: I dok 

Jumklh dokumeu 
: 1 dok 
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=1 

Meningkatnyo 
akuntabilitas kinerja 
Sekretariat DPRD dalam 
pelayauan admlnistrasi 
dan pengelolaan 
keuarlg.ttl 

KAf', . 
H\Jr~i... 

I 

Nilai SAJCTP 

I 

Program 
Peoing.kata.o 
Pengc:m UNilgw-1 
Sfst~-m 
Pelaporan Capaian 
Kine.rja 
danKeuanjlan 
SKI'D 

I 

Jum.lah Dokum.en 
Laporan Capoian 
Kin~rju dwi 
tkhtisar R~.:liaaru 
Kinerj a SKPD 

4Dokumon 

,:,,,_.,.fil."·""·,:,,.,{1· ··= 1.q,-,1·~1" ~· i#(.r,,t3 '•1r:~;r,:..-• ·''":''.:1';!-:,:,.;~L;. ~- , 
~-J''>1· ~.f.·t':.>"=).ll,;. .. ; ,·:,~/ii",,.•·::SI . 
,t .... ~:~.\\f.-ft-:i·':·; t~-..~;:..-t:.:~~- .. .:.1-:t.~ ~~:: •~· .,,~~=-·!\",,~.,..,"<f,, .. :,_s,-.,.•·;.~4_;,,· ._:-1..-~ 

~lti}~,:@t~JE,~~:;l~itK~-
•. ~.·_,..i!.~-1-iq •\-.•. ~,.=-;-•- ~<"•··~- ,,<;,,-:'~-~·-, 

,~t~~.f\l~rI~~~:.}t~F:~1-:~,'.;>Jr:~;:~'. 
$.:·!"•;,r- •";,;"' .. _ .\ •·~··'.~-~--¥ ·1:-,\ \.,.v-1 i~ ri. 
t(:if ~if t~~fJ17E.t~t1-l~~trY;Jt 
~lKi(~~:t~:•i~i!f.Jf-:~~:-rri:~,~~~1~:?½f 
;•1,,;1,'. •.,,, :!"(''-;~,.~:iZ,.-4;..'"L:.! .. ~-...,-,.,., ·:~l)?c°•'fO:" 
_1,1,.):,{J."tt~' •••1\~ ... •\,:l,.',••~,'~-Ji~ ... , -... _,,!· 
ir::. ·,:_ .. _.; 'i~ .::t~~-. ,;_·, :'i- <-·. -~· .• -,,. •· .. ,.t,1:ti. J"-J,1 
V1 :,,,-.'f\i;;: 'I''"- ~..c;,<,,-~•; ... °.!•"l ~,•\- 1' -~,-:!i·;fi'. ►\ 
·olt/•~+<;,•ij': rJ•~,f~~W"~~'f.~ '(/·..._~, ... ~i""" \'"'-"',J ' 
~-;,_! ::::_?.\ r.r}-:!.i '::,k~=f-~t::---~~\~~rr~~ 
:-::,. ,-~~·•i;f 1t.:•5:• !~_..,_,.~ __ ,

1
s:.H:tr,'1""-~'7l•r-l'_lr_,J-;._; 

, ... -~~,-~ ·a.!:. ··.•1 ·•-:.•• -• -.~ '· ., .. ~--·Ir"~ ;r,•· 

t~~\liti~tl@ii~)~;;t~r~!ft4~: 
r,e,_:,\..1t:,~ ,4, ~~;i,.:-::,;i;_Y •.; ;.-..,~..-~~1£·•:•."-i..*.:~ .• ~ 
?~4~::::~z:i~P~~-j~!J:i;~t--ii~~1tt·_ ./ .. , .. ""''"' ~-"'-!.-.<<,.,,i ,,,t.,:i~,-. &· W"r --~-,~~i,1, ... -- ·!~1~• ·~·t't--:r,1w.<1,_,r1 
,-• •. , .. ':'-;1r.~f.:J"">: '.(l~., ,-.,:?. i·;•\;,; ,...._~;.:1·:!',:, 1 ,...,,~,~··,·,,~ ,..-,..·----,-c:'•i:t-- ,.,. 
:"Ji,'.~c-J/ :Ao!i ~~~:t:'fi\~i:::....... t:: 

,; ~ ' 

,Jum1Ah Doku-m~n I I I I PD I I I -~ I" I ~ 
Lap0r1m 
Keuangru.1 
Semesteran 

J Dokumcn 
I I I I - I I I - I 

Jumlah Dokumen I I I 1v r,1v Lrtpornn 
PrQgno$s 
Realisasi 
Anggaran 

l Dokumen 
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Jumlah Dolmmen I I I I I I I I llil " ~ I " 
J.iaporan 
K.tilUJJJgnt.l Akhir 

I I I 1 Tahun 

d I I L_ 
1 Dokumen -
J umlah Dolrumeu 
(,.;,\pora.n t•;valuAsi 
dan P<:laporan 
P~lak...uaan 
Dokumen 
Pe.re.nc:.maan 
SKI'D 
18 Dokumcn 

Jum.la.h AJ)acRrur 
PeogeloJR 
Keuangan Dae.ah 

12 Orang 

Jumlah dokumen ~~ - I - I - I - I - I - I x ~ I X IX 
RenstraOPD 

l Dokum•n 

·oP.O 99 
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Meningkal.nya 
akuntabilitas kinerja 
Sekn:t.-.uial DPRD <lali-1m 
pclayamm a.dministrasi 
don peogelolaan 
keuang_an 

NilaiSAKlP Progr""' 
Peningkatan 
P~ng~ml,angwi 
SL"Jtcm 
Pelaporen Capa.ian 
Kinerja 
dan Kouangan 
SK.PD 

Jumlah Dokumc.n 
J..oporan Capaian 
l<irterjH d<t□ 
Tkh lisar Rcf\.1iaru;.i 
Kinerja SKPD 

4Dokumc.n 

T J umlah Dokumen 
Lapor11n 
KcuangHn 
Semesteran 

l Daku.men 

Jumlah Dokumco 
Laporan 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaron 

1 Dokumen 

Jumlah Dokumcn 
l . .:.porAn 
Kt·uangan 1\khir 
'l'ahtul 

100 
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OPO 

' 1 Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Lapot'ar'I tc:valuasi 
()an Pelaporan 
Pela.ks.an cum 
Dokum,en 
Perencanaan 
SKPD 
18Dokumcn 

Ju,nlah Aparalu.r 
Pr.ngdobt 
Keua11gan Daerah 

16 Orang 

J umlah dokumen I - , -
Renstra OPD 

J Pokumen 

Smnlah dokumen 
Renstra SKPD 
2017-2022 

1 Dokumen 

101 
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Pc~aiu.n MandiriPeful~unn l~efo~asft f~~~o 
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80PO Men.inglbltn Jumfo.h OPD Progrd.lU ' -.J ' ,J ' ya Sise.em yang Pcnlng,katan FlirokrsHi (PMPRF!) 

1 

rat . 

Pengawasa melaksanakan Sistem 
ndan PMPRB P-cn~aw-asnn 
Pongendalia lntemaldan ~,: 
n Internal Pengendalia t ; n I 

PeJakS.Anaan ·_:,. 
KchijaJ<:an ,. 
Kepala I 

' . 

Daerah 
Jumlah OPD 20PD Pembangw1a11 Zonf\ Integrita,; menu~ 

~ -

lnspckt.o ' 
yang WBK/WBBM rat 

I mclaksanak<UI 
pcmbangnnan 

I Zona lnte-gritas 
1 menuju I • WEK/WBBM 

I 
',1/ 

I 
. , 

' 
-

indcks maturitfl.S Pcningkatan lndcks Pm.i.laian Maturitao SPIP lnspc:k.Jo ' ; 

SPTP Profe!.ion:ilis Maturit TH.l ,, 
me Tenaga asSI'IP I ,,, . 

:, ·. 
Pcmeriks.a. 3 I 

. 
dan 

~, 
I 

Aparatur 

I 
. , 

P~ttg,."l\vasan ·" 

I I '·h . 

" ' I i -~' 
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2 Terlek:uma 
nyld 
penyelesaia 
n lind><k 
Ian jut has ii 
peweriksaa 
ll APJI-' dan 
flf'l,; 

Level Kapabilitas 
APIP 

l'cr$1c:n lase 
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Monitoring, 20 Eks ✓ " " ' 1!.valuasi lSEks .. 

✓ " " " -- dal), . 
Pelaporao 
Pelaksa,naa - - --
n Rmc~H.n.A - ~~ - "..:;· 
Pcmbangun ' ., 
an Daerah - - .. ' - --- -

Koot't"Jioasi 25 11;ks "' ' " -.J 
DAKdan . 

✓ ' 'l'P 25Eka i " . 
.. ~ ~ - -

- .. 
I 

Pc:m~nl.at.1.a 10 L<>J><lr'1;1 ., '.f ✓ '/ 

' rt .l\..kHi ,1..-

I 
Pencegaha 
ndan ,·. ' • 
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- : Pemberant 
asan I 
Korupsi 

I Pemerintah I l)aerah 
~>\ksi PPK 
l'emda'1 - - -
Evalua_.:;:i 35-f.luku I 
RPJMD 
Kabupaten 
Lampung 
l1at-dt 

- -- I 

- .Penyusuna l Aplikasi 

' n ApJjkasi 30 Orang 

I l.aporan - - -Kt:u::rWlg~m 
P~-rtanggu n 
gja.wabs.n 

r~-~1 

4 Tersedianya Data dan Pcrscntasc 
Informasi Pemha,ngunan l<eterisian Data 
l.laerah Yang Berkualitas pada Sis-tern 

lnformw;i 
Pembangunan 
Daerah (SIPD) 

--
PeJ"sentase Data 
Pembangunan 
Y. ang Terintegrasi 

··~-·-
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- Progra 
m 
Pengem 
oonga.n 
Data 
dan 
Informa 
si 
Pemban 

I a\.111an 

Pen}t\.lsurta 45Eks 1 ' ,; ,/ ' 
n Sudi~tik 
Kcscjahtcro - I -
anRakyax 

- Lampung 
Barat --

I 

' Stali::,tik 50 Buku ' ' ~ ~ ,i ' 
Pembangun 
rui ManuRia 
Kabaupatc ' 
nlampung 
Barat 

I 
Pen_}rus.Una 50Eks ,r ✓ ,r "' 
n Statistik ~- ' Harga • - · 
Konsumcn 

- f-· i 
Penyusuna ' 50 Eks 

,,._ . ,, "' ' ~ .. 
n A.n.alisa . ' 
Makro 
Ekfmnmi l 

Kabupru,,u ' 
Lampung 
Ba!at 

Koordlnas.i 6()(}1, 
.. . .,, . ,' ' --; ~ ::: ' ~ - .. 'L ' ., 

Sistein 100 Buku • ... " " ,i .. -·-
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I 

I 
lnforroasi ,. " ,..,.-. ~;, 
Pembangun ~ r_, 

' Ean Duenlh 
{SIPDl 

- I 

I<oordinasi 25% ' .. , ~ "/ 

Pengemban 3o Orang ~ ,, V " ganData 
S"0 sial 

l Meningklltnya deteksi dhti Persentase g~jai,, PllOGR Pe~ilia.&c 135,669,500 ' ., ' " cerjadinya konflik sosial konllik yang dapat All pembinaatt 
diatasi PENGE wawasau 

MBANG kebani""'" 
I AN D du. 

- ----,...•·· ~· WAWAS ideologi 
Pcrsentase AN nea:ara di 
cakupan wililyah KEBA!! Kabupaten 
rawan konilik GSAAll 1,o.mpuog 

Barat 

- -
Sosialls Jumlah 72,511,000 "'::J ~ " { 
a.~ peserta 
WA,v»~a sosiAli::.asi 
n 
Kelmng 
raan 
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S9siali~ Ju,nlab 49,150,000 
asi peserta 
llahaya gisiaJisa1.i 
Ra<likali 
sme, 
Teroris 
medRD 
Premani 
s.me 

I - - I-f--

- - - - - I-

• 

Dialog "fumlah -
lntecakr peserta 
if dialog 
Peningk interaktif 
atan I 

Kesaclar I .-1t'I Rela 
Negara 

I 
I I 
I I 

R"P"t .Jum.1f•h 14,0011,!;00 I Koonlin laporan 
i asi. Tim 

PemaDt 
au 
Kunjun 
gan 
Tnmu 
Luar 
Daeta.h 
/Qrunu 
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155 HUKUM 

f y 



Asing 
(WNA) 

I 
I 

I 

PROGR Penseu.tue 421,604,000 ' -~ 17 '--:; 
AM pcrtumbuh 

' 
KEMIT endan 
RAAll pedtemba11 
PENGB gag 
MBANG Ormu/LS 
Ali M di Kab. 
WAWAS Lampung 
A1' Barat. 
KltBAlr 

I GSAAJ!I 
I 

I 

Fonun Jumlah . - -
Pembau pemhinaan 
ran FPK 
Kebang 
saan 
(FPK) 
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I 
Tes Jumlah J68,000,000 ✓ • ,, j , , 

Urine PNSyang 
l>agi men~tj 
Pejabat tes uri11e 
don 
PNS cli 
Lingkun 
gan 
Pexnerin 
l"1l 
Kabupa 
ten 
Lrunpu 
ng 
Uarat 

--- --- -- - - -· -

I 

' Sosial.w Juml..J-1 200,656,000 I ,( 
V ' 

-,( 

a.si dan ])<5erta 
Pelatiba oosialisas.i ' n dan I Satgas pelatihan 
Anti 
Narkoti 
ka 

I 
I 

I 

j 
-· - ,~ 

--
I ' i 
I I I 

ro· PD I K4.a,~,. 
HV'-Ullo 
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-
Revito.li Jumlllh 52,948,000 1 
sasi peserta 
dan 
Akl.uwi,, 
as.i 
Nilai-

I 

Nilai 
Pancasi 
la 

- .... -

-
- - - -

2 Meningkatnya penanganan J u.mlah konllik PROGR I Peneutue 133, '126,500 l ~,j if ~ 

penyelesaian kas«s kon.llik SARAy,,mg AM pcrtumbuh 
SARA diselesaikan KBMIT tU>d.a 

RAAN perkemba.n 
PJ!:RGlt gan 
IIBAlllG Ormaa/LS 
AN It di Kab. 

I WAWAS Lampuug 
AN Barat. 
K&BAN I 
GSAAN 

I 
' -Pf:ny~di ,Jumlah 113.n8.00U - - -

aan laporan 
,JcJ:SH 

Penduk 
ung 
Komuni 
<as 
lntelijen 
Daerllh I I 
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I ()(OMH'I 
Di\) 

I .. 
. f-

-
I : 

Rapat Jum.lah 19,998,500 -
Koordln la.poran 

I asi. 'run 

I Tt":rpmJ 
u 
Pr.mmg 
anan 
Kooflik 
Sosial 
Kabup" 
ten I 
L.a.mpu I 

ng 
Rarat - - . -

!I 
- ~Tfm ___ 

JumJah . 
Kcwasp laporan 
adaao 
Dini 
Pemerin 
tah I Daerah 

"3 . J\,loningkatnyajumlah - -- - - ·· ~-.. --· . 
Jumlah kdompok PROGR Pcraentase 148,981,000 '/ ' ·/ "i 

kelompok masyarakat yang masyaraka1. yang AM pertnmbuh 
dibentuk secara formal memenuhi syasil.l KEMIT andan 

I . -I 
lcg.ilit£o• RAAB' perk.a,.,b!Ul 

I PBNGE """ 
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I 
MBA.NG Ormu/LS I 

Alf 111 di Kab. 
WAWAS Lampunc 
All Bare.t .. 
KEBAN 
GSAAN I -
Forum Jumlah 130,593,000 
Silatura pcscrts 
hmi fon~m 
dan silaturahmi 
P~mbin 
aan 
OrmM/ 
LSM 
Kc,1hupa 
kn 
Lampu 

nil 
Barat - __ ,___ 

Per1yu.s Jurnlah 1 18,388,000 
l.111ctII tfokumen 
Data databru,c 
Base Kesbangpol 
Kc..-sba11 
gdan 
Polltik 
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4 M•nurunnya ka,,,us konilik 
terk.ait po]ltilc 
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HUKUM 
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-

Persentase kasus PROOR 
torkalt politik yang AM 
diseles.."likan PE.ND! 

DIKAN 
POLITI 
K 
MASYA 
RAKAT 

Koordin 
asi_ 

Forum· 
Forwn 
Diskusi 
Poli~ik 

Penentase 53-8,229,000 
partlslpasl 
pemillh 
dala.m 
pomilu 

Jumlah 74,074,000 -
pese11.a 
diskusl 
politik 

- - ·-~ 
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Penycdi Juml.Rh 4DH'l,0OO ! 
l 

aan herkas I Jasa partai I 
Titn politlk 

I Pene]iti penerima 
' dan banLu·an. 

Peme.rik keuangan 
sa yangdl 
Pcrsyar verifikasi 
atan 
Baotua 
n 
Keuan.g 
rm 
Parl.ai 
Poli.lik 

- I 

so,.ialis Jumlah 122,808,000 
asi pe:i.ert& 
Undang 606iali63.Si 
-
Undang 
Bidang 

J Politik 

I 

-- - --- I 

,__,.. 
I 

I 
.. 
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I 
I 
I 
' I 
I 

I 

' 

' 

! 

MeDlllgkatl"u' 

OPD f'i<As'AG l HUl(UtJI 

! 

lndeks "epuuaa 
Polay-

I 

Tim 
Dn•k 
Pemilu 
Bupati 
dan 
Wakil 
tlupati 
l..ampu 
og 
Barnt 
Titt1 
Dc.sk 
Pcmilu 
Cubem 
Ut"dan 
Wakil 
Gubern 
UT 
Lampl.l 
ll!Z 

---
'lim 
n~.sk 
Pcmilu 
Le.vjslati 
f d,u1 
Pemilu 
Preside .. , 
Wakil 
Preside 
n 
1 . 
Pelay,,11 
an 
Pendafl: 
Vb 

J wi,1,Ji" - --- -- - - -
lap<)ran tim 
desk 
pemilu 
Bupati I 

Jtunlah 299,928,000 - - -
Japoran ticn 
,fool< 
pe.milu 
Gubemu.r 

I 

L 

I - --- ' I ------ - ---
Jumlnh - I 
lApurRn r.-im 
desk I 

pemilu I T .. ~gi6lRtif 
rlan I 

Presiden I 
I 

Lamany& Jomlah KK yana: . ' ,J -:J 
Pembuatan I Tetbit 
KTP (1 
harll 

I 
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' p.,1.a,.,.., ... Muyaralcat Peraontuo Jumtah 

I ' Pendud Kepemillk Perekaman KTP 
uk aaKIA 

(8,33%) 
I 

- - -- - -
Pcada!Waii Pct'ac11tasc 

Kep<>mililc 
an K1'P I 
(87o/~ I 

Peaduduk PeJ"&Cutuc I 

I Kepemilik 
auKX 
185%1 I 

' 

I 
- ' 

--

~~-
Ju.mlahAD.akyg ✓ ' ·J ,/ 

memUikl 
KlA I 

j I '. '' . 
' I . ,: . \ .... ~-

I - ,-. ,_ >- - I 

I 
- --

-- Tcrla.ksananya lndeks kepuuan 1. Lem.anya 1.Jumlah 
Pelayanan Pelayan Pembuatan Masyuakat 

I an Aleta 
I Pelay&D I 

a.a --Pe1aya.nu Masya.rakat LampuagBarat 

I Pe11""t yang 
at.au 
Sloll ! 

~ All.ta P·eaoatatau - · Mcmbuo.t Aktt>- _ _J 
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Slpll 

Jumlah Poserta 

f-+------------+--------+----+-----+S"-os= l•l=i•~a~oi~----+----+--~ 

__,_ -- -- --
Menlngkatnya Kapasitas dar, 
/\kunrn.Omras Kinerj& 

Persentas'e ­
Kapa~tAs dan 
/\kun tahllicas 
kincrja 

Progra 
m 
Peningk 
atan 
Peogem 
bang,,n 
Sistcro 
Pelapor 
nn 
Capaian 
Kjnerja 
dan 
Kcuang 
an 
:SKPD 

165 

Dok\Ullen 
Perencanaan dan 
Keuangnn yang 
akunt:abel dan 
tc,pa1 waktu 

Meny 
USI.Ul 

Rene 
ana 

I Capai 
nn 

""" Ikhtis 
ar 
Kine.r 
ja 
SKPO 

Mela 
k,;a.n 
akan 
Koor 
dnias 
l 
Pelak 
sana 
an 
E.otri 
an 
Kiner 

" 
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ja 

I Mem 
bu~t 
Lapor 
an 

Meny 
usun 
Heuc ' I nna 

1 Lapor 

"" Scme 
steca 
n 
.Mela 
ksan 
akall 
l<oor 
d.nias 
j 

Pelak 
1- 1- 1--

sana 
an 
Pr.ny 
USUil 

an -Mero-
buat 
Lapor 
au 
lvk.ny 
usu.a 
Rene 
ana 
L«pvr 

"" Progn 



I ;:u I I 

1~:~ • 

aran 

' I I -,----
I 
I 

I f:;: I 
I 

I 

1 

akan 
I 
I 

Koo-r 

I dnir1.s 
. i _, 

I 

t 

I 
\ 

I I 
~ 

,_ 

. 
I 
I 

7 

I 

I 
Pelak 

:na I 
I I 

I I 
Peny 
usun 
an 

I Mem 
buat 
Lapor 

I - -~-
I 

.Meny 
1.1sun 
Rene 
ana 
Lapor 

I RD 
I Akh.ir 

Tahu 
~ - I 

I 
n 
Mela 
ksan I I ! akan I 
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Koor 
<inias 
i 
Pelak 
sana 
an 
Peny 
usun 
UD 

Mem 
buat 
L..11,or 
ru1 

Meny 
usun 
Ret)1.: 

R.~ 

<Ian 
Pdap 
orru1 
llolru 
men 

k::;an 
akan 
Koor 
dnias 

sana 
an 
Peny 
US'-111 

an 
Mem 



buat 
Lapor 
an 

l\'leny 
usun 
Rene 
o.na 
Penge 
toJaa 
n 
Keua 
agar, 
Daer 
ah 

- t.Iela 
ksan 
ak.-m 
Koor 
dinas 
i 
Pe.lak 
sana 
an 
Kegili 
bm 
Mcrn 
huiu 
Lapor 
an 

M•ny 
usun 
Rane 
""ga 
n 
Renst 
ra 
Mela 

. ksan 
akan 
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Pemartfaatan reknologi 
informasl dalam pemberian 

1 
l~yanan beJu rn opdrnal dalam 
upa_ya uotu:k meningkatkil.n 
kec;epatan. kem udahan dan 
keterji:mgkfl1>an rlfllRm 
pembcrian pelayanan kepada 
masyarakat. 

' I 
I 

I 

I 
I 
I 

KABAG 
HUKUM 

y 

Meoingkatn~'t\ 
kualitas dan 
kuantitas 
pe.lay-.man Pu blik 
t,erbaaia IT. 

I Persent 1 Jumlah siotem I?: ..... I pelayanan . 

Pelayan Disbunnak yang ,,. 
an ditingkatkan ,, 
yang 

~-
r.c,IAh 
bel'basi ' •IT 

jf, 

" sec;;ar~ 

t terinteg 
rasi l" ' ·· 

-~ 
1,; 
··,. 

-~· ,'(., · 

' \~ 

' ,. 
·, 
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Menlnglmtnya Persent Jumlab pese.rta ·c 

[)Offl.O ~rtA A~r. so8ialisasi --
masyarakat dalam media I pengelolaan informa 
i.nforrnasi sl 
pen1bang1.1nan pemban ' , 

gunan 
..:,;' ya"g 

mcndap 
al I . 

:," .~ rcspon • masyar I 

akat ,. 
,.:-
r, 

"'' ~ 
I • 

' 

,, 

' ,. - I 
I 

I I 

I 
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I 
'Perf.>IOnt Jumlab intbrmssl I ~ 
a~ pemba.ngunao 

,:~. 

informa yang up ro date 

I si 
.. 

p<'mban '. 
I 

,. 
gunan 
yang ·i? 
clipublis 
b ' 

'• 

k<-p•ria 
masyar ;~ 
akat ~,:, 
sccara 

' upto 
dare ' ;rA· ~.,,, 

~j,.-

oorsedianya sarana clan pelayanan penyedi terpeliharanya men_y .,, . . k . ✓ ~ ✓ ✓ ' 

pra..'W!rctna ~...ngolahan pengelolaan aan saranadan u~uo l~\f :~~. /,, peT~mpahan persampahan pra.sara prasarana data 
-na d;i.n penge.Jolaan jumla ·i . - -~ .. !---

saran.a persarnpaban yang 1, • ,{ :i:_ ,l- \ ' 1.·. -

pe11gola b,ul< kend 
.... \ ~ . :~. (1 ,,: 

I ~ . ,}I 

I han a,·aan 'l " . -• pE'.rsam p,·ng ,,, t,i '' ,. ~" 1.t, ,,· 
pahan ru,gk -i- . _., - : 

Ut ·" ~ ;',: ,: r: j; , r. 
I ·.{~· _._ ~. 4,' • ' • • 

samp 
-~ II _/ • ·rft· t 

I 
ah -~~- -fr - • -
Mela .. , . r 
ksan ~s- . '· I j 
akan 

~< ., ~ l ~ . ,. 
Koor 

~ ---~ ~ .. r . , , ·, ' ,: J, ·!- ' . ·r 
dinAs. ; --,· l J~ . , ,:1"., I•;:, ,. 

. ~1' ,:!J, 
i , · ; ·1 '" . 7·_, 
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Pel"1< I ' , . I · "'(,· 

' I. ,l, ' sana I" ., . , 
an ·i;. - . (- ', l' ' ,,, 

Kegia . ,· I .. 
Uln 'I ' 
Me.m l ·- ,~ 
buat 
L.spor 

. . 
'-f -~ -I ,,,_.c : '• • 

"-" l· .,, , _ 
""'"" 

~- ·- •,,. ' - -\ IC ,;. l, 
. . 

adan )• ' J . ;, ,i1 
. ' .. 

pra..~ r :r • .. 
' r .. 

rana . .,,. . " ., ' ,. ( 
pei"Sa 
mp~h ' 

.. 
-an -

-- .I,;. 

I 

Tercapainya Pengendalian Mcnurnnnya Pengen Terwujudnya I Temp 
Pencemara11 d~t Pt,rut;~1 Juru)ah Kasus dalian .f'engcudalian . at 
Llngkungan Hidup PcncC"r.natan / Per us Penc..e1n Pencemaran d-an I po• 

a.kan Lingku ngan aran Perusakan p,ng ,. 
I 

Hidup rum Ungkungan Hidup adua IJ ,', .1 .' #"~ 9 
I 

Perusak 
,_ 

I n ' ,c ~' ,l' r " I 1" • 
an -mnsy -;"',. 

Llngkun araka , " - I . I 
I gan I. • ~ -_ - . 

~ 

Hidup· Met,i ·: ! 

1<--.an 
akJ>n 
peJ'lin 
jauan I 
lokasi 
peng 
adua 
n "-
Mem 
beri 
tegur 
an 
kena , .. 
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I 

I 
I 

Tereapainya Pcma.,angan dan 
Pemelibar-a.."l.11 penerangan 
jalan umum di beberapa 
-..i!ayah 

o~oI~J~u ... 
y 

--Pcrscntasc 
KP.tersediaan 
Pemasangan da.11 
Pemellbaraan 
Pcnerangan umu.m 

Poma5a 
ngan 
dan 
Pemelih 
ataan 
Sarana 
PenetAn 
gan 
Umum 

I 

da 
pihak 
yang 
her&> 
ngkUL 
an 
Mem 
hu1-11. 
la.por 
an 
kcpa 
dapi 
mpin 
an 
n<~~lA 

i 
de11i"n 
gan 
araha 
n 
pitnpj 
na.n 

--
Tcrwu.judnyn Mcbu 
PcmR!iHngdn d:an "' Pemeliharnan dat>< 
Penerangan umum dtik 

lamp 
u 
yaog 
belu 
mtli 

P""" 
_ _ll_lL -

I Mela 

I 
kuka 
n 
koord 

I 
inaas 
j 
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I Pelak 
sana 

I 
an 
Kcgja 
tan ,_ 
Mem 
buat 
t .. po, 
an 
lamp 
,.. 
yang 
suda 
... 
tc:rpH 

I SMl1 -
M~uu ~ 0 r 
l.ll I dot,, . ' i I 

titik • I ' 
lamp 

' u 

r 
.r::• 

yang ~,,/ 
fj 111 

L • belu f 
J,- ::,;~. ; ' ' m rli r ' 'j,_. " 

·~_. 
' " 

pdih ' 
, io J 

; ,}' l 
~ ara .; I 

I-
Meta I I kuka 

I n I koord 
i.TIAAS I 1 I-
Pelak I 
sana 
ru, • 
Kegia I I tan 

iopo 
176 

__.. _______ _ 



Mem 
buat 
lapo,· 
an 
lamp 
It 
yang 
suda 
h 
terpel 
ibara ,_ - -I 

1-L--·--

' T,~n~cdiHTIYH SDM yana PerJunya Pengen TenvuJudnya Mcnc -:;;; ~ ' \ 
berkomp<,ten <11 BidMg penarohallan dalian Pengendalian ari , .,,!.· -

>C 

Lingkungan Hidup pcnyidik Pegawai Ptmcem Pe-ocemar"d.O dan Bimte . 
'if, 

Negeri Sipil aran Peruaakan k ,, r 
(PPNS),Pejab>lr rl~n Lingkungan ~Jidup teota t ' 

C 

Penga.was Perusal< ng 
Ungkungan Hidup an Llogk l 
Daeroh (PPLHD) Llngkun ung,t f . . ' 

gan n , .. -
Hidup Hitlu 0 - ~ 

,._p __ '. 
j 

= i 
,___ 

Melo 
lruka ' n 

I 1::r: 
i ,-._ - - - Pelak i 

sa.na I 
' Wl 

Kegiu 
I J11fl ,___ 

M~m 
buat 
Japor I an 
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Birokt'ruii yang bersih dun Meningkamya Progn, Palayanan -, , 1 ---:;: ' 
akuntabel l..fly}l.nA-n h1fotm~:;i m den 

Kepada Pt>.ngcm PerluMM 
Masyarakar bangan .l\kses 

Kor.nu.ui Romunikas 
kasi,lnf idan 

I ormasi lnformasi 
dau 
Tvfediu 
Massa 

Jumlah 40 Orang 
Pesert.a 

I 

- - -

-

I --- -
I 

Birol<rasl yang bersih dan Jumia11- 8 Uoil 11 .J -,11 ✓ ✓ 1 
akuntabet i\lllt Studio 

' - I ' 

I 
I -

- -

OPD KABAG 
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Biro.la''1ci ynng bersih clan 
akuntabel 

Bitokl'as, yang bersih dan 
alru.nto.bet 

Jumlah 12 Hotline/ 12 
horJir11•: t1trns Bulan 
crmter 
sebagal 
media 
aspirasi 
clan 
info,mas.i 
mtmyamkat 
UUTJpu11g 
Baral 

- 1------ --+------+-------i 

~ 

Juml"1l 
Media 

-t-~ 

88 Media 
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OPD 

Birokrasi yaog bersih dan 
akuntabol 

Birokram yang l>er$iltdru, 
alruntabol 

KABAG 
tiUKUM 

Jumlah 
To\ver 

SO Town 

Ju.mlah I 12 l,uJ.,,.,/ I TahLtn 
informasi 
yans dapat 
dipen:angg 
ung,m.-abk 
i;t.n ejC',Tht 

siRtem 
pe.nyediaan 
tayanan 
informasi 
secara 
cepat 
rnudah dan 
w~itu-
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OPD 

Biroktasi yang bersih da11 
akuntahd 

Birokru.si yang bersih dan 
akuntabel 

Birolaasi yang b('!rsih dan 
akuntahel 

Jumlah 
Pes~rta 

Jumlah 
websitf 

\Iu.mlah 
l,0kasi 
Yang 
dm:unjungi 
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100 Pesena 

t Wd:,site 

46 Loka£i/ 13 
Kecamatan 
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OFD 

l'Tcrwajudnye OPP y,mg 
I MelAksana.kan E•goverment 

Te,wujudnya OPD y,mg 
Melaksan.akan E-govennent 

%0PDyang 
mel,-ks,u,Aia,n F.­
Governmend 

Progra 
m 
Pengkaj 
iaa dan 
P•nerap 
rul 

'feknolo 
gi 

Pe.nerapan 
dau 
Pengkajian 
Tcl<nologi, 
InformaHi 
don 
KomumJ<as 
j (f!K) 

Jumla.h 
TiJ:n 
Bank0tn 

Jumiah 
Pengr,mhan 
gan 
Android 
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4 Orang 

1 Unit 

Monil 
mi11g 
komli 
si 
wilay 
"11 
Pelak 
sana 
;,n 

Bank 
omdi 
lokasi 
henc 
an• 
L.,por 
an 
p,,Jak 
sana 
rut 
kegia 
can 

Koor 
d.inas 
i dan 
Kons 
u)i:ih,-i 
k~ 
Ktme 
rikom 
il1fo 

"I v 
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RI 
untu 
k 
mew 
ujud 
kan 

n 
Nola 
Oinns 
pen.th 
ahan 
.Nom.o 
r 
Reke 
ni1,g 
dari 
Ilelan 
ja 
MorlR 
I 
peng 
odao. 
n 
peral 
Rian 
jaring 
an 
menj 
ad.i 
Beirut 
jQ 
Mod8 
1 
peng 
adaa 
n 
som-a 
re 
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j__1. r- I 

aplik 
A$1i 

"ieny 
-iapka 
n 
doku 
men 
lelan 
II, 
uncu 
kBM 
Pong 
aclaa 
n 
Softw 
ore 
Aplik 
a~i 

dTTu1s 
i 
dcng 
ru, 

KLP 
kaita 
n 
1-!>h»p 
an 
lelan 
gBM 
Peng 
adaa 
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. . l8S 

n 
Softw 
are 
Aplik .,,. 
Smar 
tCitv 
Mem 
pcr.3i 
apk.a 
a 
Lo\m 
clung 
Smar 
l. Cit\,' 

Meny 
elt'-ksl 
dnn 
met.Ht 
ih 
opera 
tor 
!romp 
uter 
clan 
ten~,g 
a 
((•kni 
si 
jaring 
an 
terkai 
t 
uplik 
tun 
Smar 
t CjtJ 



T•nvujudnya OPD yaag 
Melt!kMnakan E£ .. go~erment 

Jumlah 
Website 

11 Website 
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I Koor 
dinas 
i clan 
Kons 
ult.asi 
k< 
Oi:sko 
minio 
Propi 
nsi, 
JYJ'. 
Ttlko 
m 
dan 
Xt."ID<: 
nk.om 
mto 
RI 
Mela 
kuka 
n 
Peme 
lihara 
an 
Jann 
gan 
Servr. 
r 
Mela 
kuka 
n 
penib 
elian 
Oara 
ng 
hr.ru_r 
a 
RAM, 
Lapto 
p, 
ln\•ert 
er. 



-.-T~rSCc,U~Jiyu Outa lnJ0rrnnsi 
Publik yang JtkuTat.. Am.an 
dan lndeks Kcpcrcaya<1n 
Masyarakat ([KM) 

1!lu dattt informnsi 
puhlikyang 
akurat, amari dan 
im.lcks 
kepercayaan 
masyarakat (JKM) 

Progi·" 
m 
Pengam 
ana 
,Jaringa 
n 
Komuni 
kasl 
dan 
lnfor.ma 
~'1 Sa-ndi 

.Pe.ngama.na 
n Jaringan 
Komunilcas 
t dnn 
1nformftsi 
Sandi 

I Ter"8diany 
a Tower 
Untuk 
Antena 
Radio 
Komunik,..s 
i 
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14 Unit 

ac:cu, 
TV 

Meny 
usun 
Harg 
a 
Perki 
T~l 

Scndi 
_!_i __ 
ProAA 

s 
Peng 
adaa 
n 
$crab f 
Teran 

;ara ~ 
ng I 
J>emb 
ayara 
n 

,i-r;TTT 



·rersedianya Data lnformasi 
Publik yaJlg akurat, Aman 
dan Jod~s Kepe,-eayac;.n 
Masy,u-e]a,L (!KM) 

~1·ersedianva Uat.a l.n.fonnasi 
Puhlil< yai.g akurat, Aman 
da.n lnd~ks Kepc.rcayuan 
M~arnK1tt (!KM) 

l\.foningkatnya Data informasi 
Hasil Pembang;unan yang 
;.Jkurnl 

0 P_D I i.fu ,~ I:!.£::~ 
y 

Ter~ediAn\~ 11 Unit 
a SarilJ'\a · 
l<oml.01.ika,; 
i Radio 

-----•- ----1-·-----l 

MeJlingkatnya 
Data lnformasi 
HiJSil 
P<:mhangtUlM 
yangAkun\t 

Progra 
m 
Peng,t:m 
ba.ngan 
D"t"/ln 
forma!li 

Stati,;t 

Jumlah I l~ Kecamatan 
Kecamax,in 

Penyajian 
Data 
SluU.!<:itik 
Sc.ktornl 
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Meny ,q ~ I ·I 
usun 
l)arg 
a 

Perki J 

I I I r.a..1n I Scndi I . 
ri 
Prose 
s 
Peng 
adaa 
n 
Seran 
Terim 

" Bara 
~g __ , 
Peroh 
ayara 
D 

Monit v I '° I -I 
oring 
di 15 
Keca 
mata 
11 di 
l<abu 
paten 
Lamp 
ung 
Rarrd 
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~ -. 
Jurolah 80 Orang, 500 
Sosialisasi, 1 Bulm 
Jurnlah 
Buku 

-

I 

- -
-~ 

' . 
\ 

C -• c· 
Dengan adanya SKB tingkat Meningkatnya Perstin l. Penclirli,ks.-n DAK ~eguler SOT! ,, ~ . ' 

- kesadaran masyarakat Penyolenggaraan asc PAUD dat1 Bidang Pendidikan AN, 
memlJaik pendiclikao Non pcndud Pcndidikall SKB S.Pd. I 

- formal uk Non Fon:n"1 ' I 

tidak I M.Pd ! 

- sekolah (K"bi 
~ ,_ 

mengik d 
., 

I 
u ti Pemb 

' I p~didi i..naA.n 
kan Pendi ~· 

' 
Non dikatl 

I Formal PAUD " 
dan ' 
Perrdi a 

dikan • 
Non ,.. 
Ji'orm 
ell · 1 .. - ' I I I 

OPD CA.BAG 
HUl<UM 

f ~ 189 



Belanja SUTI 
- Operasional SKB Alf, --,__,_ --

Latnpung 8ru at S.Pd. 

' 114.Pd 
(Ka.bi 
d 

I Pcmb 
I inaan 
I Pencti 
I dikan 

PAUD 
dan 
Pctnfli 

I dikan 
Non 
Form I all 
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QPD 

---K\uangnyan Kesadaran 
masyarakat el<an P"ntingnya 
makanan oohat tanpa 
pengnwet 

KABAG 
ijUKUM_ 

y 

l\teniagkatnya 
jumlah produk 
basil pe,·ilmnan 
yangsehat 

Jumlah 
produk 
oklhan 
ikan 

Progr-dlll 
Pengendali 
nndan 
Peningke.t.a 
nDaya 
Saing 
Produk 
Perikanan 
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Bi<la Men 
ng yus 
P<:nge un 
ndali J,;d 
an wa1 
datl Kegi 
Pema atan 
saran 

' Mem 
buar 
SPT, 
Mem 
btl Rt 

lapo 
fan 



OPP 

Be)\un sesuainya Produksi 
Pc.rikamn dcngan Penebaran 
Benih limo Pruln Masyarolmc 
/ Kelompok Pembudidaya 
lkan 

ll'leningl<a.rn;va 
Jam.inan 
Keseho.tan rkan 

Jumlah 
pJ·odul<s 
i 
perikiln 
an 
budld,w 
adan 
tangkap 

Pengcmban 
gan 
Pcrikroum 
Budidaya 
dan 
Langkap 

Bide. 
ng 
Peng 
elola 
an 
Petn 
budi 
daya 
8n 

Me 
ny I 
us 
UD 
,IA 
dw 
al 
Kc 
gia 

lkan I ta 
11, 
Me 
mb 
ua 
t 
SP 
T, 
Me 
m.b 
ua 
L 

lap 
Ota 
n 

- ---'--- _, _____ _, _________ ,_ __ _.. _____ _.__,__ 
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Kurangnya k-Osadaran 
masya,ra.kut aK.as1 pentingoya 
kclcstani\n lingl<u ngan 

Jum.lah 
p,oduks 
i 
perilmn 
an 
bu,lit1...ty 
adan 
i:angkep 

Pengcmbao 
gun 
Pon1<aoan 
Budidaya 
dan 
Tangkap 
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Bida 
ng 
Peng 
e.nda 
Uan 
dan 
Petti 
H-si-1r 

an 

-~ 

Me ,[ 
ny 
us 
un 
Ja 
dw 
al 
Ke 
g;,. 
ta 
n, 
Me 
mb 
ua 
l 
SP 
T. 
Mc 
mb 
ua 
t 
lap 
Ord 

n 



OPO 

bruiyak erabung/ eek dam 
yang tidak tcrawat sehingga 
mengurangi fung,si 
embung/ eek dam ters..but 

Jumlah 
produks 
i 
petikan 
an 

Pengemban 
gan 
Peril=an 
Budidaya 
dan 

hudidiiy I T(fng\tap 
o.clun 
tangkap 
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Bida 
ng 
Pe~,g 
enda 
liru-1 
d;,m 
Pem 
asar 
an 

Me I I I ■ I I I I ,J 
ny 
us 
till 

Ja 
clw 
al 
Ke 
gia 
ta 
u, 
Me 
mb 
ua 
I. 
SP 
T, 
Me 
mb 
ua 
l 

lap 
ora 
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Pand,.,,gan H()bagian 
masyaralmt yang 
menganggap masih 
rendahnya kincrja DPRD 

:>PD ~~~01 
~1: I 

·Meningkatnya 
p~ng~rahuan 
ma,,,yarakaT 
tcrhadap l<inc,ja 
DPRD 

Persent Program 
ase l"emanfaata 
pemal:la oTeknologi 
ma.n Jn!on:nrusi 
masyar 
akAf 
terhada 
p 
Kirmja 
DPRD 
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J 0sa Penyianm KASU I Iii I r· r-1 I I "' I .JI ✓ I" 
Televisi Daerah BBA 

C 
HUM 
AS 
DAN 
DOK 
UME 

w:A~-
KASU 
BBA 
C 
HUM 
AS 
DAN 
POK 
UM.E 
NT:\S 
1 
KABA 
(', 

UMU 
M 
DAN 
KEii 
UMA 
SAN 
KASU 
l:!8A 
G 
HUM 
AS 
DAN 
DOK 
UME 



Pr.ncrhit.an l:leritll 
Mcla!ui JariT)gan 
lntcmeLdan 
WeboiW 

P(>m'buatan dan 
Penerbita11 
MaJalah 

0~017 196 

NTAS 
I 

KASU 
B.BA 

l~M 
;\S 
DAN 
DOK 
UME 
NTAS 
I 
KABA 
0 
UMU 
M 
DAN 
1.-'EH 
UMA 
SAN 
KASu" 
BBA 
0 
HUM 
AS 
DA;,! 
DOK 
UME 
NT/IS 
I 

KASU 
BR/\ 
G 
HUM 
. ..S 
!JAN 
DOK 
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.fasa l'e.nyiaran 
Televisi Daeroh 
dan 8tn:am.it1g 
Media Online 

UME 
NTAS 
1 

1{/\DJ\ 
G 
UM.U 
M 
DAN 
KEH 
UMA 
SAN 
K/\SU 
BllA 
G 
HUM 
AS 
DAN 
DOK 
UMJ,; 
NTAS 
I 

KASU 
BBA 
C 
H UM 
i\S 
DAN 
DOK 
UMF. 
'.\!T:\S 
l 
KASU 
SBA 
C 
MUM 
:\S 
DAN 
DOK 
UME 
NfAS 



LOPD 

Bel.um adanya paoti So.oia1 
guna Meoampuag para 
PMKS 

-p;;,,yandang 
M"""1ah 
Kesejahte.rrum 
Sosial (f>MKS) 

Pe.temp 
uan 
R»w;m 
Sosial 
Ekonom 
i 

Pemberdav 
aan l'alw: 
Mi~kin,KAT 
clan PMKS 
Jainnya 
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PcmbuawnSK 
Kegiatan,mengdua 
rlcan surar. 
pernberir.ahuan 
cenmng kegiaran 
TKSK,Menyeleksi 
prnpnsi:tl 

mengeluaxkan 
surat 
pe.mberitahuan 
,~ntang kegiatan 
TKSK,Menyoleksi 

r_om,sal~ ---

KABA-I 
G 
UM(J I 

M 
DAN 
Kl::1-1 
IJMA 
S.•\N 
KASU 
881\ 
G 
HUM 
AS 
DAN 
DOK 
UME 
NT,\S 
1 

✓ I ,1,; 
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PMKS 
Lansia 
{Lanjut 
Usin 
'ferlant 
ar) 

MemhuatSK 
Kepala 
Dina,;,mcnyiapkan 
surat 
undangRD,mengad 
nkan rapat 
pe.rsiapao.mcmbag 
il<on blangko 
lrepada 
TKSK,Monitoring 
tcrhadKp 
TKSK,Entry Oau1 
dan r.etakan Buku 1---------+-----+------+----menyiapk~n surnt 

~1----------+-------+----+-- - --lf-=uh~gan I I I I 
mc:nguQ<tk>m ntpa.L 

XABAG 
HUKUM_ 

---1--- -------+-----+--- -----<~''!!"J:',:Rn:,.... _ __ -+----+f-----+- ----l 
mcmbagiK.&J:, 
blangko kepan• 
TKSK 

I t-loniturm11 
tcrhadap_Tl{S_J{_ 
EnD)~ Data dan 
ce_t~k-~!:I__Bul<U 
Cetnk Rulru basil 
Pt..·meiil<as<uut 
TKSK dan PMKJ:c..:'ccS-+-------+---+ --- -----+~P-t~fl~{S---+------+-~M~c-•m_p_er- siapkan 

Cacat SK Tjm Koorrlin~si 
(Penyru, PKH,Mcmpcrsiapk 
dru,g an Pc!aksamum 
DiS.lhili SosiaJis~si,mempcr 
ra.s) siapkan 
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Pelaksanaan 
PKll,wemp~1·s_ic.tpk 

I an Ropc.L 
Pendamping 
Operator 

I PKH,Mempersiapk 
I an l 'arat Tim 

Koos'dinasi 
l mengklasifikasi 

'-~-



OPD 

Muth Bmyakny• Jumlah 
Kelue.rp Mlsll:io 

Me.n ingkatnyn 
Kual!tas Pelayanan 
$o.'5iacl 

Persent 
ase 
Pen.yai1 
dang 
Cltrlt 
yang 
Mandiri 

Pom binAAn 
Para 
Pcnyandan 
s:Cacardan 
i:s:ks trauma 
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untu.k DRrA:r.1'mh~r 
PKH 

Memi>ersiapkan 
Pelaksan.aan. 
Sosialis.."tGi 
mempersiapkan 
l'~laksaoaao PK.H 
mempersiapkan 
Rapat Pend.amping 
O!>"rutor PKH __ _ 
Mempersiapka.n 
l<a_patTim 
Koordinasi 
meng.kl..\sifikasi 
W1tuk na.rasumbe.r 
Pl<H 
Menyiapkan dan 
m,..:ny..u11pa1'ka.o 
surat kc 
Kecam.at.an unluk 
mendapatkan 
h..'UBE,mcngor,::k::,1. 
L'roposal 
KUB:E,memfasiitac; 
i P~nye.rahnn 
b=tuan bagi 
KUDE PAC.~/\- --+---+-- ­
mt7~g(l~cksi 
Proposal KUB& 

'I 
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Progrprn 
Pemberrlay 
aan 
KeJembaga 
an 
Kesejahtei>a 
~n so~--ial 
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.men:ifasiita.M 
Penyerahan 
bautuata bagi 

_,_ lilll!" PAC.-"A'------,f----,----l 
Melaksanakan 
Pendidikot\ do.a 
Pelatiha.n begi 
Pcnyandat.:t&.._9_a~ca_l-;~-- .. 
McmpcTsiapkWl 
Pescrfa. Pc}atihan 
TAGAl'IA di 15 
Kecamatw1,mempc 
rsiapkan 
narasum.ber,lnstru 
ktur P!!latihan 
TAGANA,Mempersi 
aplsan sarana cl;.m. 
prasaran.a 
Pelatihan 

Memp=,,iapkan 
Pcsw1.a Pr.Jatiha.n 
TAGANAdi IS 
Kecamatan, 
Mempersiapktt1l 
Na.rasumbcr,In~tru 
kktur Pelntllian 
TAGANA 

Mempcr.,;apk"n 
Sa.rana dan 
Prasacana 
l'elatihan 
Mempcrsiapkan 
l'elaksaoaan 
Pe.nilruatl 
Organisasi do.n 
Kepemudaan 
Melaksanakan 
tlan mein:fa~-ilitasi 

i bagi Penyandang 
C'..R<:iU 



Pcn.ang-dn.J 
rt Rumah 
1'idek 
Layak huni 
(RTLH) 

Pelayi:man 
dan 
Reha.biitw,i 
Kesejahtera 
an Sosial 

Mcmt-lihara Trumm 
Makam Pahlawan 

Memvalidasi Data 
ru.mah Tidak 
Layak Huni (l.<TL!-l) 

Mendata peserta 
umul<operasi 
kutw-.,UC,1mempersi 
apkan dan 
berkoordioR.si 
kerumah sakit 
yang 
meL.1.ksannkan. 
Operasi 
kataral<,mendampi 
ngi. pesen.a. _yang 
ak.-m 
roclaksanakan 

1 I I Operasi Kawak 
- ' Mend .. ra peserm 

Katarak I I - - ---------1---------1----+------I ,'.ncmp;,ruiapkan 
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dan berkoo-rclin..'1.si 
keruml<h $>\kit 
yang 
melaksanakan 

asi lmt~ak __ 
mendrunpingi 
pPcserra yang aka11 
tnelak.sanakan 
OpcrQsi Korarllk 
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Kondbi Geop-t.lls Kebupatell La,iipu111 
Bant,yaaa: morupakau Daerab rawan beneana 
terutama longsor dan iempa 

l I Meningkocnya Jmal.itas dan 
2 kuantltas pelayanan Publik 

berbasis IT. 

indd.<s kepuas8Jl 
pelnyannn 
m&.5iyarakat. 

P~rsr.n tA~ unit 
kerja Dlnas yang 
menerapkan 
peh.'),·anau 
bet·basis JT seca.ra 
r.erintegrasi 

Ma~1nr 
akat 
yang 
tertimp 
8 

ha.rttua 
n 
IJ.encan 
a 

Pcgemb 
ang;m 
dan 
Pengelol 
aan 
lnfrastr 
uktur 

Pelay8llan Memf~:r.:ilitat-ti 
da11 Oper81'JonaJ 
R:c:haLilitasi Pengdolaan 
Kr:::tjithLCrn Bilrlturui Bennma 
M Sosial 

Bantuan Memfasili L;;f 
dun Opera!'rionaJ 
Pen~n.ggula Pengelolaan 
ngan Banr.uan Beocana 
Bencana t.htr J xmmdainpi.tlgi 

dillrun penyemhao 
bantuan. bencana 

-Jl ✓ l 41~ 
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Meulngkatoya peran scrta Persenta.se media I V ~ ' ✓ 

masyarakac dalam inform.Mi 
pe-ogelolM.n i11 rarmasi pembangunan 
pembangunan yat1g mendapat I 

rc:::Jpnn rnasyorakat 

I 

'- l 'ersentasc 
infor.ruasi 
pcm hanguuan 
yang dipublish 
kt;pada 
masyarakec Necara 
up to datr. 

I 

Moningkatnya upaya Pt:!'nieutase .Pasien Penyedi Menyediak I { V :;J :J 
p~l;,,yru1ao .kesr, ha tan kurang mampu aan anmakan 23,775.000 

masyaralmt ,l,\MKESMAS/ JKN mAkarn'l m1num 
{Jamk,•smasjJKN) PB! rawar i.nar n pendampin 

yang dilay><ni peudam g pa...,,jen 
ping Jamke,:,,nas 
pasien J ,lKN l'l:ll 
kttrang (70 org x 12 
mcUUpu blnxJ kl x 
,J/\MT<E 5 hri 
SMAS/ 
JKN 
PBI 

l j l 
" - . . -,...._...,.. 
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Biaya Blaya - I - I - I I 
I 

I 
perflwAt pcnguhura 
andan n pasien 
peugob taaggungan 

"""' negnm, 
puic:n pengobatau 
tanggun pasien 
gc.UJ aluUa, I 
ncgani tindakan 

peh.tga..~ 
I I ncgara. I I 

perawatan ' 
pasien 
teclantar, 
p~rawA.t.an 

! paslen KU! 
dan 

j p~r~wa~~ 
pasie.ngw 

I burnk (7 
Orang) 

' 

I 

l I 
i I I ' - - ·· 
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roeningkmtya lrualit.as dao LDdeks kcpUA$Wl Pr.ngem Stin'C'J I " ' ' 'i i 
_kue.ntitas pdayanan publik mA~yarakat bangao lndeks 
hcrhasis (f dan K~puasatl 

pengelol J\,la,;yRmkat ~ 
aan 
Sistem 
Jn.forma I 
~RS ' ' b...-basi I I 
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OPD 
f 

BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 7 
A. Monitoring 

Monitoring berbagal pelaksanaan kegiatan scbagaimana diuraikan dalam 
rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut: 

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutruna dalam 
kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah 
daerah yang melel<at pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi 
fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalarn rencana aksi, dilakukan 

melalui media: 

1 Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya 
tiap tiga bulan sekali; se 

2. S urvey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan 
ang di.laksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey y 

dilakukan enam bu Ian sekali; 
3. p engelolaan pengaduan. 

engukuran target-target yang telah ditetapkan. 
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. 

4. p 

5. 

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan 
adap selurub program dan kegiatan sebagaimana direncanakan terh 

am rencana aksi, dilakukan melalui media: 4al 

l. p ertcmuan rutin dalam lingkup rnasing-masing kelompok kerja yang 
lah dibentuk, sedikit.nya satu kali dalam tigabulan sebelum 

lakukan rapat pleno. 
te 
di 

2. p ertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan selun1h kelompok kerja 
ang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak 
ilakukan satu kali dalam tiga bulan. 

y 
d" 

3. 0 engelolaan pengaduan. 
' 
engukuran target-target yang telah ditetapkan. 4. p 

5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegjatan reformasi birokrasi oleb 
asing-masing kelompok kerja pada rapat pleno. m 

kanisme monitoring dilakukan sebagai beri.kut: Me 

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut: 

1. etiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan 
e~iatan dalam rangka pclaksanaan reformasi birokrasi di Jnasing· 

s 
ki 
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masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus mcnerus 
terhadap kegiatan yang menjacli tanggungjawabnya; 

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling 
tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera 
ditindaklanjuti, maka dapat Ja1Jgsung clilaporkan kepada Kepala OPD; 

3 . Kepala OPD bcrsarna tim di OPD, wajib merumuskan langkah­
langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah­
langkah perl1aikan yang sud ah dirumuskan; 

4. Permasalahan tidak dapat dipecahka.n dalam lingl,.-up OPD, maka 
permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; 

5. Seluruh hasil monito,;ng disampaikan kepada kelompok kerja 
Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah. 

Pada lingkup peme1intah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai 
berikut: 

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus 
menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi 
birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan 
disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang 
dikoordinasikan oleh lnspektorat Daerah; 

3. Hasil monitoring dibahas dalaa, rapat pleno untuk diputuskan 
langkah-1::ingkah perbaikan yang diperlukan; 

4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebaga.i 
tindak lanjut basil keputusan rapat pleno; 

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh 
lnspeklorat Daerah memantau. pelaksanaan tindak lanjut. 

B. Evaluasi 

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam 
rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut: 

Pada tingkat OPD, pelaksa.naan evaluasi dilakukan terutama dalam 
kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah 
daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi 
fokus dari OPD sebagai.mana tertuang dalam renoina aksi, dilakukan 

melalui media: 

1. Pertemuan rutin yang dipimpi.n langsung oleh Kepala OPD setidaknya 
setiap enam bulan sekali; 

2 . Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan 
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yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey 
clilakukan enam bulan sekali; 

3. Pengelolaan pengaduan. 
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan 

sekali. 
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam 

satu tahun sekali. 

Pa<la tingkat Pemerintah dacrah, pelaksanaan evaluasl dilakukan 
terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan 
dalam rencana aksi, clilakukan melalui media: 

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang 
telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno. 

2. Pertemuan rutjn dalam lingkup pleno dengan seluruh kclompok kerja 
yang dipimpin oleh ketua pelaksana refonnasi birokrasi, paling tidak 
dilakukan enain bulan sekali. 

3. Su.rvey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas 
pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat. 

4. Pengelolaa.n pengaduan. 
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan. 
6 . Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh 

maslng-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan 
untuk evaluasi selu.ruh kegiatan reformasi birokrasi. 

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut: 

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut: 

l . Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing­
masing OPD, melakukan evaluasi setiap cnam bulan sekaJj terhadap 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; 

2 . Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD. 
3 . Kepala OPD bersama tirn ell OPD, wajib merumuskan langkah­

langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-
1angkah perbaikan yang sudah dirumuskan; 

4 . Permasalahan tidak dapat clipecahkan dalam lingkup OPD, maka 
permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; 

5. Seluruh hasil evaluasi clisampaikan kepada Kelompok Kerja 
Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah. 
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Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai 
berikut; 

1. Setiap kelompok kerja melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali 
terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi 
Pcmerlntah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

2 . Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelo;mpok kerja dan 
disampaikan kepada Kelompok Kerja Monjtoring Dan Evaluasi yang 
dikoordioasi.kan oleh Jnspektorat Daerah; 

3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan 
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan; 

4 . Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai 
tindak lanjut. hasil keputusan rapat pleno; 

210 



BABV 

PENUTUP 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung 
Barat 2018 - 2022 men1pakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi 
yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana 
aksi yang tertuang didalamnya tidak clilaksanakan sesuai dengan rencana 
dan target-target yang telab ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada 
seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana 
aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya 
masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi Untas 
sektor sehingga terjalin keterpaduan pclaksanaannya. 

Penyusw'lan rencana aksi dalam dokun1en Road Map Refonnasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 - 2022 dilah-ukan dengan 
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan 
pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merei:.l)On harapa11 
dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail 
langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam 
praktiknya berbagai langkah baru yang sifatn.ya st.rategis dapat 
ditambahkari untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus 
dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting 
dalam upaya untuk tents melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. 
Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim refon:nasi birokrasi, setiap 
unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya 
perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. 

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan 
penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun 
harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan rnasyamkat 
terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Baral harus terus dibangun agar 
dapal dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupatcn Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan reformasi 
birokrasi secara bersungguh-sungguh. 
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